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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 195 /PMK.06/2021
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf c
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah, Menteri
Keuangan selaku pimpinan instansi pembina Jabatan
Fungsional Penilai Pemerintah memiliki tugas menyusun
petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilai
Pemerintah;

bahwa sesuai dengan tugas instansi pembina
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk
melaksanakan pembinaan profesi dan karier Jabatan
Fungsional Penilai Pemerintah, perlu menetapkan
petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilai
Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan  Menteri Keuangan  tentang  Petunjuk

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah;
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Mengingat

MENETAPKAN

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI
PEMERINTAH.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian
dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB
adalah pejabat  yang  mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah selanjutnya
disebut JF Penilai Pemerintah adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan
kegiatan di bidang Penilaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah yang selanjutnya
disingkat PFPP adalah PNS yang diangkat dalam JF
Penilai Pemerintah dan diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan
kegiatan di bidang Penilaian sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan
suatu opini nilai atas suatu objek penilaian yang meliputi
properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam pada saat
tertentu.

Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi
Daerah.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga non struktural.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Kebutuhan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah yang
selanjutnya disebut KJF Penilai Pemerintah adalah
jumlah dan susunan JF Penilai Pemerintah yang
diperlukan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah
untuk dapat melaksanakan tugas pokok di bidang
Penilaian dengan baik, efektif, dan efisien dalam jangka
waktu lima tahun.

Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur,
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang
teknis jabatan.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan,
keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal

agama, suku dan Dbudaya, perilaku, wawasan
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kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip,
yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk
memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan
jabatan.

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai
Pemerintah yang selanjutnya disebut SKJF Penilai
Pemerintah adalah deskripsi Kompetensi yang diperlukan
dalam melaksanakan tugas JF Penilai Pemerintah yng
meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural.

Uji Kompetensi JF Penilai Pemerintah yang selanjutnya
disebut Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan
penilaian terhadap Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural dari seorang
PNS untuk pemenuhan SKJF Penilai Pemerintah.

Tim Uji Kompetensi adalah sekelompok penguji
Kompetensi yang ditunjuk untuk melakukan tugas
sebagai penguji dalam proses Uji Kompetensi.

Pelatihan adalah pembelajaran yang dilakukan melalui
mekanisme transfer ilmu dan pengetahuan, peningkatan
keterampilan, serta pembentukan sikap dan perilaku
dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang
dilakukan dengan cara mengintegrasikan berbagai
metode dan sumber dalam bentuk pengembangan
Kompetensi selain pendidikan serta dilakukan melalui
jalur klasikal dan nonklasikal untuk mendukung
pencapaian target kinerja organisasi.

Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

Hasil Kerja Minimal yang selanjutnya disingkat HKM
adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai
minimal oleh PFPP sebagai prasyarat pencapaian hasil
kerja.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan
yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau

akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

oleh PFPP dalam rangka pembinaan karier yang
bersangkutan.

Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka
Kredit minimal yang harus dicapai oleh PFPP sebagai
salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
Tim Penilai Angka Kredit JF Penilai Pemerintah yang
selanjutnya disebut Tim PAK adalah tim yang dibentuk
dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan
Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan
hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta
menilai capaian kinerja PFPP dalam bentuk Angka Kredit
PFPP.

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit adalah pejabat
yang memiliki kewenangan untuk mengajukan
pengusulan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk
menetapkan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

Penetapan Angka Kredit adalah hasil penilaian yang
diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan
atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam JF Penilai
Pemerintah.

Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang
disusun oleh PFPP baik perorangan atau kelompok di
bidang Penilaian.

Instansi Pembina JF Penilai Pemerintah yang selanjutnya
disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara.

Unit Koordinator Pembina Jabatan Fungsional yang
selanjutnya disingkat UKPJF adalah unit kerja Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan

jabatan fungsional di lingkungan Instansi Pembina.
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Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional Penilai
Pemerintah yang selanjutnya disebut UPTJF Penilai
Pemerintah adalah unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya yang mewakili Instansi Pembina melaksanakan
pembinaan JF Penilai Pemerintah.

Pimpinan UPTJF Penilai Pemerintah adalah Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kekayaan
negara.

Unit Penyelenggara Pelatihan Jabatan Fungsional yang
selanjutnya disingkat UPPJF adalah unit kerja Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Instansi Pembina
yang memiliki tugas membina pendidikan, pelatihan dan
sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang
kekayaan negara.

Instansi Pengguna JF Penilai Pemerintah yang
selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah Instansi
Pusat dan Instansi Daerah yang menggunakan JF Penilai
Pemerintah.

Unit Pembina Internal Jabatan Fungsional Penilai
Pemerintah yang selanjutnya disebut UPIJF Penilai
Pemerintah adalah unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama atau unit kerja Jabatan Administrator yang
mewakili Instansi Pembina melaksanakan pembinaan JF
Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna.
Pemberhentian adalah pemberhentian dari JF Penilai
Pemerintah dan bukan pemberhentian sebagai PNS.
Standar Kualitas Hasil Kerja adalah persyaratan mutu
suatu kegiatan Penilaian yang harus dipatuhi oleh PFPP
untuk mendapatkan penilaian kinerja dari Pejabat yang

Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan Tim PAK.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2
PFPP berkedudukan pada:

a. Instansi Pusat;
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(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

b. Instansi Daerah Provinsi; dan

c. Instansi Daerah Kabupaten atau Kota.

PFPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara
langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat
pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau
pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas JF Penilai Pemerintah.

Kedudukan PFPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis
tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis
beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

JF Penilai Pemerintah merupakan jabatan karier PNS.

BAB III
KATEGORI, JENJANG DAN PANGKAT

Pasal 3
JF Penilai Pemerintah termasuk kategori JF keahlian.
JF Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas 4 (empat) jenjang yaitu:
a. JF Penilai Pemerintah Ahli Pertama;
b. JF Penilai Pemerintah Ahli Muda;
c. JF Penilai Pemerintah Ahli Madya;
d. JF Penilai Pemerintah Ahli Utama.
Pangkat dan golongan ruang jenjang JF Penilai
Pemerintah sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

2021, No. 1394

BAB IV
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Tujuan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pasal 4
Penilaian kinerja merupakan suatu proses penilaian
secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai
terhadap:
a. SKP; dan
b. perilaku kerja.
Pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait

kinerja.

Pasal 5

Penilaian kinerja PFPP bertujuan untuk menjamin
objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem
prestasi dan sistem karier.

Penilaian  kinerja @~ PFPP  dilakukan  berdasarkan
perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat
unit atau organisasi, dengan memperhatikan target,
capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku
PNS.

Penilaian kinerja PFPP dilakukan secara objektif, terukur,
akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Bagian Kedua

Sasaran Kinerja Pegawai

Paragraf 1

Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai

Pasal 6

PFPP wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan
selama 1 (satu) tahun berjalan sesuai dengan jenjang
jabatan pada awal tahun.

SKP bagi PFPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang
bersangkutan.

SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari
uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari

penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 7
SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri
atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau
kinerja tambahan.
Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.

Pasal 8
Target Angka Kredit dan kinerja tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan sebagai
dasar untuk penyusunan, penetapan, perubahan, dan
penilaian SKP.
SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
Penilaian SKP PFPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Hasil penilaian SKP PFPP sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.
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Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan bahan pengusulan, penilaian, dan penetapan
Angka Kredit JF Penilai Pemerintah.

Penyusunan, penetapan, perubahan, dan penilaian SKP
JF Penilai Pemerintah dilakukan sesuai dengan tata cara
yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Paragraf 2
Target Angka Kredit

Pasal 9
Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (1) bagi PFPP setiap tahun ditetapkan paling
sedikit:
a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk PFPP Ahli
Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) untuk PFPP Ahli Muda;
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk PFPP Ahli
Madya;
d. 50 (lima puluh) untuk PFPP Ahli Utama.
Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, tidak berlaku bagi PFPP Ahli Utama yang
memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang
didudukinya.
Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), PFPP wajib memperoleh HKM untuk
setiap periode.
Target angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar penghitungan dan penetapan target Angka
Kredit minimal untuk  penilaian SKP dengan
mempertimbangkan periode tahun berjalan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 10

(1) PFPP yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan
jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum
tersedia lowongan KJF Penilai Pemerintah pada jenjang
jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib
memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:

a. 10 (sepuluh) untuk PFPP Ahli Pertama;
b. 20 (dua puluh) untuk PFPP Ahli Muda; dan
c. 30 (tiga puluh) untuk PFPP Ahli Madya.

(2) PFPP Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari
jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya
wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima)
Angka Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 11
Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam JF
Penilai Pemerintah dan dinilai sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENILAIAN, PENETAPAN, PEJABAT YANG MENGUSULKAN
DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA
KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 12
(1) Capaian SKP PFPP disampaikan kepada Tim PAK untuk
dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit PFPP.
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Sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim PAK
dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti
fisik hasil kerja PFPP.

Capaian Angka Kredit PFPP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima
puluh persen) dari target Angka Kredit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan,
capaian Angka Kredit PFPP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang
Menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam
Penetapan Angka Kredit.

Usulan capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), disusun sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ huruf B yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat atau
jabatan setingkat lebih tinggi sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 13

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terhadap PFPP
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
Dalam hal PFPP akan dipertimbangkan untuk naik
pangkat, Penetapan Angka Kredit ditetapkan paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit

ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun

yang berjalan; atau
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(1)

(2)

(1)

-14-

untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka
Kredit ditetapkan paling lambat bulan Juli tahun

yang berjalan.

Pasal 14

Hasil kerja PFPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat

(2) merupakan dokumentasi hasil kerja yang

diperoleh PFPP sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap

tahunnya.

Perhitungan penilaian kinerja PFPP dilakukan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 15

Usul Penetapan Angka Kredit PFPP diajukan oleh:

a.

pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kekayaan negara kepada pimpinan Instansi Pembina
bagi PFPP Ahli Utama di lingkungan Instansi
Pembina;

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya
yang membidangi kekayaan negara kepada pejabat
pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan
negara pada Instansi Pembina bagi PFPP Ahli Madya
di lingkungan Instansi Pembina;

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
pembinaan JF pada Instansi Pembina kepada
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya
yang membidangi kekayaan negara pada Instansi
Pembina bagi PFPP Ahli Muda dan PFPP Ahli
Pertama di lingkungan Instansi Pembina;

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
pembinaan JF pada Instansi Pusat kepada pejabat

pimpinan tinggi pratama yang membidangi



(2)

(1)

(2)
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kepegawaian pada Instansi Pusat bagi PFPP Ahli
Madya, PFPP Ahli Muda dan PFPP Ahli Pertama di
lingkungan Instansi Pusat;

e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kepegawaian pada Instansi Daerah kepada pejabat
pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan
negara pada Instansi Pembina bagi PFPP Ahli Madya
di lingkungan Instansi Daerah;

f.  pejabat administrator yang membidangi
kepegawaian pada unit pimpinan tinggi pratama
yang memimpin wilayah pada Instansi Pembina
kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang
memimpin wilayah pada Instansi Pembina bagi PFPP
Ahli Muda dan PFPP Ahli Pertama di lingkungan unit
pimpinan tinggi pratama yang memimpin wilayah
pada Instansi Pembina; dan

g. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat
administrator yang membidangi kepegawaian pada
Instansi Daerah kepada sekretaris daerah provinsi
atau kabupaten/kota bagi PFPP Ahli Muda dan PFPP
Ahli Pertama di lingkungan Instansi Daerah.

Dalam hal Pejabat yang Berwenang mengusulkan Angka

Kredit berhalangan tetap atau sementara, pengusulan

Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh:

a. pelaksana tugas (plt); atau

b. pelaksana harian (plh),

pejabat yang bersangkutan.

Pasal 16
Usul Penetapan Angka Kredit untuk PFPP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 diajukan paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun.
Penetapan Angka Kredit PFPP diusulkan dengan
melampirkan:
a. surat/nota dinas dari Pejabat yang Mengusulkan

Angka Kredit;
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b. surat pernyataan melakukan kegiatan tugas JF
Penilai Pemerintah;

c. surat pernyataan melakukan kegiatan
pengembangan profesi;

d. surat pernyataan melakukan kegiatan unsur
penunjang; dan

e. realisasi SKP 1 (satu) tahun terakhir.

Berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan dapat dalam format digital atau dalam

dokumen tertulis.

Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d diterbitkan oleh

pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I huruf D sampai dengan huruf F yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 17

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit PFPP

yaitu:

a. pimpinan Instansi Pembina bagi PFPP Ahli Utama di
lingkungan Instansi Pembina;

b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kekayaan negara pada Instansi Pembina bagi PFPP
Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina;

c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya
yang membidangi kekayaan negara pada Instansi
Pembina bagi PFPP Ahli Muda dan PFPP Ahli
Pertama di lingkungan Instansi Pembina;

d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kepegawaian pada Instansi Pusat bagi PFPP Ahli
Madya, PFPP Ahli Muda dan PFPP Ahli Pertama di

lingkungan Instansi Pusat;
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e. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kekayaan negara pada Instansi Pembina bagi PFPP
Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah;

f.  pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin
wilayah pada Instansi Pembina bagi PFPP Ahli Muda
dan PFPP Ahli Pertama di lingkungan unit pimpinan
tinggi pratama yang memimpin wilayah pada
Instansi Pembina; dan

g. sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota bagi
PFPP Ahli Muda dan PFPP Ahli Pertama di
lingkungan Instansi Daerah.

(2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka
Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan
tetap atau sementara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. untuk Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka

Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
Penetapan Angka Kredit dilakukan sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan mengenai pedoman
pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan kepada
PyB untuk menandatangani surat/keputusan
mutasi kepegawaian dan lain sebagainya di bidang
kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan;
dan

b. untuk Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka
Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sampai dengan huruf g, Angka Kredit ditetapkan
oleh atasan Pejabat yang Berwenang Menetapkan

Angka Kredit.
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BAB VI
TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Tugas Tim Penilai Angka Kredit

Pasal 18

Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat yang Berwenang

Menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 dibantu oleh Tim PAK.

Tim PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

tugas:

a.

mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang
dilakukan oleh pejabat penilai;

memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan
nilai capaian tugas jabatan;

memberikan  rekomendasi  kenaikan = pangkat
dan/atau jenjang jabatan;

memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian
capaian tugas jabatan;

memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
memberikan bahan pertimbangan kepada PyB dalam
pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan,
pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta

keikutsertaan PFPP dalam Pelatihan.

Tim PAK terdiri atas:

a.

Tim PAK pusat bagi PFPP Ahli Madya dan PFPP Ahli
Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; dan

Tim PAK unit kerja bagi PFPP Ahli Pertama dan PFPP
Ahli Muda di lingkungan Instansi PFPP.
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Bagian Kedua

Keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit

Pasal 19

Tim PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling

sedikit terdiri atas pejabat yang berasal dari:

a. pembinaan JF;

b. unsur kepegawaian; dan

c. PFPP.

Keanggotaan Tim PAK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus berjumlah ganjil dengan susunan sebagai

berikut:

a. seorang ketua merangkap anggota;

b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

Ketua Tim PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, paling rendah pejabat administrator atau PFPP

Ahli Madya.

Sekretaris Tim PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, paling rendah pejabat pengawas dari unsur

kepegawaian.

Anggota Tim PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. seluruh anggota berasal dari PFPP; dan

b. dalam hal jumlah anggota yang berasal dari PFPP
sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat
dipenuhi dari PFPP, anggota Tim PAK dapat diangkat
dari PNS lain dalam unit organisasi yang sama, yang
memiliki kompetensi untuk menilai kinerja PFPP.

Syarat untuk menjadi anggota Tim PAK, yaitu:

a. menduduki jabatan atau pangkat paling rendah
sama dengan jabatan atau pangkat PFPP yang
dinilai; dan

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai

kinerja PFPP.
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Masa jabatan keanggotaan Tim PAK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
Keanggotaan Tim PAK yang telah menjabat 2 (dua) kali
masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat
kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa
jabatan.

Dalam hal terdapat keanggotaan Tim PAK yang pensiun

atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, ketua Tim

PAK dapat mengajukan usul penggantian anggota secara

definitif sesuai masa kerja yang tersisa.

Dalam hal terdapat keanggotaan Tim PAK yang ikut

dinilai, ketua Tim PAK mengajukan wusul pengganti

anggota.

Pembentukan dan susunan Tim PAK ditetapkan oleh:

a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kekayaan negara pada Instansi Pembina untuk Tim
PAK pusat;

b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan atas nama pejabat pimpinan tinggi
madya yang membidangi kekayaan negara untuk
Tim PAK unit kerja di lingkungan Instansi Pembina;

c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan atas nama pejabat pimpinan tinggi
madya yang membidangi kekayaan negara untuk
Tim PAK unit kerja di lingkungan Instansi Pusat;

d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin
wilayah pada Instansi Pembina atas nama pejabat
pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan
negara untuk Tim PAK unit kerja di lingkungan unit
pimpinan tinggi pratama yang memimpin wilayah
pada Instansi Pembina; dan

e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin
wilayah pada Instansi Pembina atas nama pejabat
pimpinan tinggi madya yang membidangi kekayaan
negara untuk Tim PAK unit kerja di lingkungan

Instansi Daerah.
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(12) Untuk penilaian PFPP Ahli Muda dan Ahli Pertama pada

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Instansi Pengguna, keanggotaan Tim PAK unit kerja pada
Instansi Pengguna harus melibatkan unsur dari Instansi

Pembina.

Bagian Ketiga
Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit

Pasal 20

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (2), Tim PAK dibantu oleh sekretariat Tim

PAK.

Tugas sekretariat Tim PAK sebagai berikut:

a. mengadministrasikan usulan capaian Angka Kredit
dan usulan Penetapan Angka Kredit;

b. menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan
capaian Angka Kredit dan Penetapan Angka Kredit;

c. memberi bantuan administratif untuk kelancaran
pelaksanaan tugas Tim PAK dan PyB; dan

d. mengadministrasikan Penetapan Angka Kredit.

Sekretariat Tim PAK terdiri atas:

a. sekretariat Tim PAK pusat; dan

b. sekretariat Tim PAK unit kerja.

Susunan sekretariat Tim PAK terdiri atas:

a. ketua, yang dijabat oleh pegawai dengan Jabatan
Pengawas di bidang kesekretariatan; dan

b. anggota, paling sedikit berasal dari pegawai di
lingkungan unit Pejabat Pengawas yang menjadi
ketua sekretariat Tim PAK.

Sekretariat Tim PAK diusulkan oleh ketua Tim PAK dan

ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan

menetapkan Tim PAK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (11).
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BAB VII
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI

Pasal 21
Setiap PNS yang akan diangkat menjadi PFPP wajib
dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau
kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VIII
PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN
JENJANG, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KEMBALI

Bagian Kesatu

Pengangkatan dalam Jabatan

Pasal 22
Pengangkatan PNS dalam JF Penilai Pemerintah
dilakukan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pengangkatan PNS ke dalam JF Penilai Pemerintah
dilakukan melalui:
a. pengangkatan pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain; dan

C. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 23
Pengangkatan dalam JF Penilai Pemerintah melalui
pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:
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a. Dberstatus PNS;

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang
I/ a;

c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. Dberijazah paling rendah sarjana atau diploma empat
di bidang penilaian, ekonomi, bisnis, keuangan
negara, hukum, teknik, ilmu komputer, ilmu sosial,
manajemen, statistika, matematika dan ilmu
pengetahuan alam, pertanian, kehutanan, kelautan,
atau pertambangan;

f.  memiliki nilai prestasi kerja paling rendah bernilai
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
ringan, sedang atau berat dan/atau tidak sedang
dalam proses pemeriksaan dengan ancaman
hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan

KJF Penilai Pemerintah dari calon PNS.

Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah

diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun wajib

diangkat dalam JF Penilai Pemerintah.

Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

belum diangkat ke dalam JF melebihi 1 (satu) tahun,

kepada PNS tersebut tidak diberikan kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi sampai dengan diangkat dalam JF

Penilai Pemerintah.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3

(tiga) tahun setelah diangkat dalam JF Penilai Pemerintah

wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional di bidang

Penilaian yang dibuktikan dengan dokumen kelulusan.

PFPP yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus

pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) tidak diberikan kenaikan jenjang setingkat di atasnya.

Angka Kredit untuk pengangkatan dalam JF Penilai

Pemerintah melalui pengangkatan pertama dinilai dan
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ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas JF

Penilai Pemerintah.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan

Angka Kredit.

Berkas usulan pengangkatan pertama dalam JF Penilai

Pemerintah terdiri atas dokumen asli/fotokopi:

a. ijazah pendidikan formal terakhir yang telah
dilegalisasi oleh pejabat  yang = berwenang
menerbitkan ijazah dan/atau surat penetapan hasil
penilaian kesetaraan ijazah pendidikan tinggi
lulusan luar negeri yang telah dilegalisasi oleh
pejabat yang berwenang:

b. surat keputusan PNS;

c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani; dan

d. penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir.

Berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

disampaikan dapat dalam format digital atau dalam

dokumen tertulis.

Bagian Ketiga

Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 24

Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b
merupakan pengangkatan PNS yang menduduki jabatan
administrasi atau JF lainnya ke dalam JF Penilai
Pemerintah.
Pengangkatan dalam JF Penilai Pemerintah melalui
perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. berstatus PNS;
b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang

1/ a;

c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
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sehat jasmani dan rohani;

berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat
di bidang penilaian, ekonomi, bisnis, keuangan
negara, hukum, teknik, ilmu komputer, ilmu sosial,
manajemen, statistika, matematika dan ilmu
pengetahuan alam, pertanian, kehutanan, kelautan,
atau pertambangan;

berijazah paling rendah magister sesuai dengan
kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas
jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi
PFPP Ahli Utama;

memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang Penilaian paling singkat 2 (dua) tahun;

nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir;

berusia paling tinggi:

1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan
menduduki JF Penilai Pemerintah Ahli Pertama
dan JF Penilai Pemerintah Ahli Muda;

2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan
menduduki JF Penilai Pemerintah Ahli Madya;

3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan
menduduki JF Penilai Pemerintah Ahli Utama bagi
PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan
tinggi; dan

4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan
menduduki JF Penilai Pemerintah Ahli Utama bagi
pejabat fungsional ahli utama dari JF lainnya;

tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
ringan, sedang atau berat dan/atau tidak sedang
dalam proses pemeriksaan dengan ancaman
hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6
(enam) bulan;

tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan

negara; dan
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m. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai SKJF
Penilai Pemerintah yang telah disusun oleh Instansi
Pembina.

Pengangkatan JF Penilai Pemerintah melalui

perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan KJF

Penilai Pemerintah sesuai jenjang jabatan yang akan

diduduki.

Pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g

diperhitungkan secara kumulatif yang diperoleh dari

penugasan:

a. sebagai ketua/anggota  tim penilai dalam
pelaksanaan Penilaian;

b. pada unit kerja yang memiliki tugas di bidang
Penilaian; dan/atau

c. melakukan kegiatan di bidang Penilaian.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

mengikuti dan lulus pelatihan fungsional di bidang

Penilaian sebelum atau paling lama 2 (dua) tahun setelah

pengangkatan JF Penilai Pemerintah.

PFPP yang belum mengikuti dan/atau tidak Ilulus

pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) tidak diberikan kenaikan jenjang setingkat di atasnya.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam

JF Penilai Pemerintah melalui perpindahan dari jabatan

lain sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang

jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka

Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang

Menetapkan Angka Kredit dalam bentuk keputusan.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinilai

dan ditetapkan dari tugas  jabatan dengan

mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan
tugas di bidang Penilaian.

Berkas usulan pengangkatan perpindahan dari jabatan

lain dalam JF Penilai Pemerintah terdiri atas dokumen

asli atau fotokopi:
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ijazah pendidikan formal terakhir yang telah
dilegalisasi oleh pejabat  yang  berwenang
menerbitkan ijazah dan/atau fotokopi surat
penetapan hasil penilaian kesetaraan ijazah
pendidikan tinggi lulusan luar negeri yang telah
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

surat keputusan kenaikan pangkat dan golongan
terakhir;

sertifikat hasil Uji Kompetensi;

penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;

surat keterangan sehat jasmani dan rohani;

pakta integritas;

surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan
yang diduduki pada saat diangkat sebagai PFPP;
surat pernyataan telah melaksanakan tugas di
bidang Penilaian paling singkat 2 (dua) tahun yang
ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi
pratama pada unit kerja PNS bertugas; dan

SKP dan bukti fisik kegiatan di bidang Penilaian.

Berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

disampaikan dapat dalam format digital atau dalam

dokumen tertulis.

Pengangkatan PNS dalam JF Penilai Pemerintah melalui

perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi jenjang

jabatan dilakukan dengan cara:

a.

PPK menyampaikan usulan PNS yang akan diangkat
dalam JF Penilai Pemerintah kepada Presiden bagi
PNS yang akan menduduki JF Penilai Pemerintah
Ahli Utama;

PyB menyampaikan usulan PNS yang akan diangkat
dalam JF Penilai Pemerintah kepada PPK bagi PNS
yang akan menduduki JF Penilai Pemerintah Ahli
Pertama, JF Penilai Pemerintah Ahli Muda atau JF
Penilai Pemerintah Ahli Madya; dan

usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, disertai dengan berkas usulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (9).



2021, No. 1394

-28-

Bagian Keempat

Promosi

Pasal 25

Pengangkatan dalam JF Penilai Pemerintah melalui promosi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c,

ditetapkan berdasarkan kriteria:

a.
b.

(1)

(2)

termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan
kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga
pemerintah terkait bidang inovasinya; dan

memenuhi SKJF Penilai Pemerintah sesuai jenjang

jabatan yang akan diduduki.

Pasal 26

Pengangkatan PFPP melalui promosi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25, dilaksanakan dalam hal:

a. PNS yang belum menduduki JF Penilai Pemerintah;
atau

b. kenaikan jenjang JF Penilai Pemerintah setingkat
lebih tinggi.

Pengangkatan dalam JF Penilai Pemerintah melalui

promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang
I/ a;

b. nilai kinerja/prestasi paling rendah bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir;

c. memiliki rekam jejak yang baik;

d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan
profesi PNS;

e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS
tingkat ringan, sedang atau berat dan/atau tidak
sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman
hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

f.  tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6

(enam) bulan;
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g. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan
negara; dan

h. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai SKJF
Penilai Pemerintah yang disusun oleh Instansi
Pembina.

Pengangkatan dalam JF Penilai Pemerintah melalui

promosi harus mempertimbangkan lowongan KJF Penilai

Pemerintah yang akan diduduki.

Angka Kredit untuk pengangkatan dalam JF Penilai

Pemerintah melalui promosi dinilai dan ditetapkan pada

saat mulai menduduki jenjang JF Penilai Pemerintah

yang baru.

Pengangkatan dalam JF Penilai Pemerintah melalui

promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Berkas usulan pengangkatan melalui promosi dalam JF

Penilai Pemerintah terdiri atas dokumen asli atau

fotokopi:

a. surat keputusan jenjang jabatan terakhir;

b. surat keputusan pangkat dan golongan terakhir;

c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;

d. pakta integritas;

e. sertifikat hasil Uji Kompetensi;

f.  penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir; dan
g. dokumen pendukung pemenuhan kriteria

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan
h. Penetapan Angka Kredit terakhir bagi PNS yang
telah menduduki JF Penilai Pemerintah.
Berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disampaikan dapat dalam format digital atau dalam
dokumen tertulis.
Pengangkatan PNS dalam JF Penilai Pemerintah melalui
promosi untuk mengisi jenjang jabatan dilakukan dengan
cara:
a. PPK menyampaikan usulan PNS yang akan diangkat

dalam JF Penilai Pemerintah kepada Presiden bagi
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PNS yang akan menduduki JF Penilai Pemerintah
Ahli Utama;

b. PyB menyampaikan usulan PNS yang akan diangkat
dalam JF Penilai Pemerintah kepada PPK bagi PNS
yang akan menduduki JF Penilai Pemerintah Ahli
Pertama, JF Penilai Pemerintah Ahli Muda atau JF
Penilai Pemerintah Ahli Madya; dan

c. usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, disertai dengan berkas usulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6).

Bagian Kelima

Kenaikan Pangkat

Pasal 27

Kenaikan pangkat bagi PFPP dapat dipertimbangkan
apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka
Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit
pada setiap tahun dan perolehan HKM pada setiap
periode.
PFPP yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit
yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka
Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat
berikutnya.
PFPP yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit
yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan
Angka Kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk
kenaikan pangkat berikutnya.
Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
a. telah paling sedikit 2 (dua) tahun sejak menduduki

pangkat terakhir;
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b. memenuhi Angka Kredit yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir; dan

d. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman
disiplin PNS tingkat sedang atau berat dan/atau
tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan
ancaman hukuman disiplin tingkat sedang atau

berat.

Pasal 28
Untuk keperluan kenaikan pangkat, PFPP dapat
melaksanakan kegiatan penunjang yang meliputi:
pengajar atau pelatih di bidang Penilaian;
keanggotaan dalam Tim PAK atau Tim Uji
Kompetensi;
c. perolehan penghargaan atau tanda jasa;
d. perolehan gelar atau ijazah lain; dan/atau
e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung
pelaksanaan tugas JF Penilai Pemerintah.
Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Kumulatif Angka Kredit kegiatan penunjang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 20% (dua puluh
persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
telah diperhitungkan untuk 1 (satu) kali kenaikan
pangkat, tidak dapat diperhitungkan kembali pada
kenaikan pangkat berikutnya.
Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuktikan dengan surat pernyataan melakukan kegiatan
penunjang yang ditandatangani oleh atasan langsung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d.
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Bagian Keenam

Kenaikan Jenjang

Pasal 29
Kenaikan jenjang JF Penilai Pemerintah 1 (satu) tingkat
lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang
ditetapkan.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat
dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I huruf H yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
PFPP Ahli Madya yang akan naik jenjang jabatan menjadi
PFPP Ahli Utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan
paling rendah magister di bidang yang relevan dengan
tugas JF Penilai Pemerintah yang ditentukan oleh
Instansi Pembina.
Kenaikan jenjang JF Penilai Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan ketersediaan lowongan KJF Penilai
Pemerintah.
Selain wajib memenuhi Angka Kredit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kenaikan jenjang JF Penilai
Pemerintah harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi;
b. nilai kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir;
c. memenuhi HKM; dan
d. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman
disiplin PNS tingkat sedang atau berat dan/atau
tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan
ancaman hukuman disiplin tingkat sedang atau

berat.
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Pasal 30

Dalam hal wuntuk kenaikan jenjang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29, PFPP dapat melaksanakan

kegiatan pengembangan profesi.

Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang
tugas JF Penilai Pemerintah;

b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang
tugas JF Penilai Pemerintah;

c. penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah,
peraturan dan bahan lainnya di bidang tugas JF
Penilai Pemerintah;

d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang tugas JF
Penilai Pemerintah;

e. Pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang
tugas JF Penilai Pemerintah; dan/atau

f.  kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina
di bidang JF Penilai Pemerintah.

Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan

melakukan kegiatan pengembangan profesi yang
ditandatangani oleh atasan langsung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c.

Bagi PFPP yang akan naik ke jenjang jabatan Ahli Madya

atau Ahli Utama, PFPP wajib melaksanakan kegiatan

pengembangan profesi JF Penilai Pemerintah, dengan

Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan

sebagai berikut:

a. 6 (enam) bagi PFPP Ahli Muda yang akan naik
jabatan setingkat lebih tinggi menjadi PFPP Ahli
Madya; dan
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b. 12 (dua belas) bagi PFPP Ahli Madya yang akan naik
jabatan setingkat lebih tinggi menjadi PFPP Ahli
Utama.

Angka Kredit kegiatan pengembangan profesi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersifat

kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang
jabatan sebelumnya.

PFPP yang memiliki kelebihan Angka Kredit dari yang

ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi,

kelebihan  Angka  Kredit tersebut tidak dapat
diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.

PFPP yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih

tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar

O (nol).

Penetapan kenaikan jabatan bagi PFPP dilaksanakan

sesuai dengan  ketentuan = peraturan perundang

undangan.

Pasal 31

PFPP yang secara bersama-sama membuat Karya

Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penilaian, diberikan Angka

Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, pembagian
Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi
penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi
penulis pembantu;

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian
Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi
penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh
lima persen) bagi penulis pembantu;

c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis,
pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20%
(dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan

d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan

penulis utama dan penulis pembantu, pembagian
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Angka Kredit sebesar proporsi yang sama untuk
setiap penulis.
Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 32

Format hasil penilaian Angka Kredit dari kegiatan penunjang

dan kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 dan Pasal 30 tercantum dalam Lampiran II

huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Bagian Ketujuh

Hasil Kerja Minimal

Pasal 33

HKM bagi PFPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

HKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dipenuhi selama PFPP menduduki jenjang JF Penilai
Pemerintah.

HKM yang pernah diklaim, tidak dapat diusulkan dan

dinilai kembali.

Bagian Kedelapan

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 34

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan
jenjang jabatan bagi JF Penilai Pemerintah dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan sebagai berikut:

a. paling sedikit 2 (dua) tahun sejak menduduki

pangkat terakhir;
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b. memenuhi Angka Kredit yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir.
Kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila:
a. paling sedikit 1 (satu) tahun sejak menduduki
jabatan terakhir;
b. memenuhi Angka Kredit yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir.
PFPP yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengajukan usulan
kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan.
Penyampaian wusulan kenaikan pangkat dan/atau
kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditandatangani oleh PyB.
Dalam mengajukan usulan permohonan kenaikan
pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
dilengkapi dengan dokumen persyaratan berupa
dokumen asli atau fotokopi:
Penetapan Angka Kredit terakhir;
surat keputusan jenjang jabatan terakhir;
c. surat keputusan pangkat dan golongan ruang
terakhir; dan
Berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disampaikan dapat dalam format digital atau dalam

dokumen tertulis.

Bagian Kesembilan

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 35
PFPP diberhentikan dari jabatannya, dalam hal:
a. mengundurkan diri dari jabatannya;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
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c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh di luar JF Penilai
Pemerintah; atau

f.  tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a apabila memiliki alasan pribadi yang tidak

mungkin untuk melaksanakan tugas JF Penilai

Pemerintah.

Diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila diangkat menjadi

pejabat negara atau jabatan lain yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

Menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian dari jabatan karena menjalani tugas

belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d berlaku untuk JF Penilai

Pemerintah yang diberikan tugas belajar selama lebih

dari 6 (enam) bulan oleh PyB sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi,

jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan

pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

terdiri atas:

a. jabatan di Instansi Pemerintah; atau

b. jabatan di luar Instansi Pemerintah.

Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f apabila:

a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang
dipersyaratkan untuk menduduki JF Penilai
Pemerintah; atau

b. tidak memenuhi SKJF Penilai Pemerintah.

Permohonan pemberhentian dari JF Penilai Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

melampirkan dokumen asli atau fotokopi:
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a. surat persetujuan pengunduran diri dari jabatan;
b. surat pemberhentian sementara sebagai PNS;

c. surat keputusan cuti di luar tanggungan negara;
d. surat keputusan tugas belajar; atau

e. surat pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi,
jabatan administrator, atau jabatan pengawas.

Berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
disampaikan dapat dalam format digital atau dalam
dokumen tertulis.

Pemberhentian dalam JF Penilai Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
PPK.

Tata cara pemberhentian dari JF Penilai Pemerintah
dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

Bagian Kesepuluh

Pengangkatan Kembali

Pasal 36
PFPP yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b
sampai dengan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai
dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia
lowongan KJF Penilai Pemerintah.
Kepada PFPP yang diangkat kembali dalam JF Penilai
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan:
a. Angka Kredit terakhir yang dimiliki dalam JF Penilai
Pemerintah; dan
b. Angka Kredit dari pelaksanaan tugas selama
diberhentikan dalam hal penugasan terkait bidang
Penilaian.
Pengangkatan kembali PFPP karena alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan
huruf e dilakukan oleh JF Penilai Pemerintah dengan

cara mengajukan permohonan pengangkatan kembali
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kepada pejabat pimpinan tinggi pratama dengan

melampirkan dokumen asli atau fotokopi:

a. surat pengangkatan kembali sebagai PNS;

b. surat keputusan pengaktifan kembali setelah cuti di
luar tanggungan negara;

c. surat keterangan telah selesai menjalani tugas
belajar; atau

d. surat keputusan pemberhentian dari jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrator atau jabatan
pengawas.

Berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan dapat dalam format digital atau dalam

dokumen tertulis.

Penetapan pengangkatan kembali dalam JF Penilai

Pemerintah dilakukan dengan mekanisme:

a. pimpinan unit kerja mengoordinasikan usulan
pengangkatan kembali dalam JF Penilai Pemerintah;

b. PNS yang akan diusulkan pengangkatan kembali
dalam JF Penilai Pemerintah harus menyampaikan
usulan kepada pimpinan unit kerja;

c. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan
pengangkatan kembali dari JF Penilai Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada
pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat
administrator yang membidangi urusan kepegawaian
pada UPTJF/UPIJF untuk selanjutnya diusulkan
kepada PyB; dan

d. PyB sebagaimana dimaksud dalam huruf c
memproses penetapan keputusan pengangkatan
kembali JF Penilai Pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target Angka Kredit PFPP dari pengangkatan kembali

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tahun berjalan

diperhitungkan secara proporsional atau diperhitungkan

mulai tahun berikutnya.
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Pasal 37

PFPP yang diberhentikan sementara sebagai PNS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b,
dapat diangkat kembali dalam JF Penilai Pemerintah
apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.

PFPP yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar
tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali dalam JF
Penilai Pemerintah, apabila telah selesai menjalani cuti di
luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai
PNS.

PFPP yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar
lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali dalam
JF Penilai Pemerintah, apabila telah selesai menjalani

tugas belajar.

Pasal 38

PFPP yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e, dapat

disesuaikan jenjangnya sesuai dengan pangkat terakhir pada

jabatannya paling sedikit 1 (satu) tahun setelah diangkat

kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah

mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan

KJF Penilai Pemerintah.

(1)

(2)

Pasal 39
PFPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim
PAK dan mendapatkan izin dari PPK sebelum ditetapkan
pemberhentiannya.
PFPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat

diangkat kembali dalam JF Penilai Pemerintah.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

a1 2021, No. 1394

BAB IX
ORGANISASI PROFESI

Pasal 40

Untuk menjaga martabat dan kehormatan serta
mewadahi profesi PFPP, dibentuk organisasi profesi JF
Penilai Pemerintah.
JF Penilai Pemerintah wajib memiliki 1 (satu) organisasi
profesi.
PFPP wajib menjadi anggota organisasi profesi JF Penilai
Pemerintah.
Organisasi profesi JF Penilai Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun 1 (satu) kode
etik dan kode perilaku profesi JF Penilai Pemerintah yang
berlaku secara nasional untuk ditaati semua anggota JF
Penilai Pemerintah.
Pembentukan organisasi profesi JF Penilai Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh
Instansi Pembina.
Organisasi profesi JF Penilai Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b. memberikan advokasi; dan
c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas

pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) huruf a ditetapkan
oleh  organisasi profesi JF Penilai Pemerintah
berdasarkan persetujuan Instansi Pembina.
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dilakukan oleh Pimpinan UPTJF atas nama pimpinan

Instansi Pembina.
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Pasal 41
Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi
profesi JF Penilai Pemerintah bersifat koordinatif dan fasilitatif
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan JF

Penilai Pemerintah.

BAB X
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN DAN LARANGAN
RANGKAP JABATAN

Pasal 42
Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier,
PFPP dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan

persetujuan PPK.

Pasal 43
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian
kinerja organisasi, PFPP dilarang merangkap jabatan dengan
jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan

pengawas.

BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu

SKJF Penilai Pemerintah

Pasal 44
(1) SKJF Penilai Pemerintah digunakan sebagai pedoman
dalam penyelenggaraan:

a. Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui
perpindahan dari jabatan lain, promosi dan
kenaikan jenjang jabatan;

b. penyusunan kurikulum Pelatihan berbasis
Kompetensi JF Penilai Pemerintah; dan/ atau

c. pembinaan PFPP.
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PNS yang menduduki JF Penilai Pemerintah harus
memenuhi SKJF Penilai Pemerintah sesuai dengan
jenjang jabatan.

SKJF Penilai Pemerintah terdiri atas:

a. Kompetensi Teknis;

b. Kompetensi Manajerial; dan

c. Kompetensi Sosial Kultural.

Pasal 45
Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (3) huruf a mengikuti kamus kompetensi teknis
di bidang Penilaian sesuai ketentuan pada Instansi
Pembina yang mengatur kamus kompetensi urusan
keuangan negara.
Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (3) huruf b mengacu pada ketentuan yang
mengatur standar kompetensi jabatan PNS.
Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (3) huruf ¢ mengacu pada ketentuan
yang mengatur standar kompetensi jabatan PNS.
Level Kompetensi Teknis setiap jenjang JF Penilai
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengikuti ketentuan pada Instansi Pembina yang

mengatur uraian jabatan JF Penilai Pemerintah.

Bagian Kedua

Uji Kompetensi

Paragraf 1

Peserta Uji Kompetensi

Pasal 46

Peserta Uji Kompetensi, terdiri atas:

a.

PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam JF
Penilai Pemerintah melalui perpindahan dari jabatan lain;
PNS yang akan diangkat dalam JF Penilai Pemerintah

melalui promosi; dan
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PFPP yang akan naik jenjang JF Penilai Pemerintah 1
(satu) tingkat lebih tinggi.

Pasal 47

Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 huruf a harus memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 huruf b harus memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Peserta Uji Kompetensi untuk PFPP yang akan naik

jenjang JF Penilai Pemerintah 1 (satu) tingkat lebih tinggi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, harus:

a. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman
disiplin PNS tingkat sedang atau berat dan/atau
tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan
ancaman hukuman disiplin tingkat sedang atau
berat;

b. memiliki Angka Kredit minimal 75% (tujuh puluh
lima persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan
untuk kenaikan jenjang jabatan di atasnya; dan

c. telah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan
fungsional sesuai dengan jenjang JF Penilai

Pemerintah yang akan diduduki.

Paragraf 2
Materi dan Metode Uji Kompetensi

Pasal 48
Materi Uji Kompetensi mengacu pada SKJF Penilai
Pemerintah.
Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disusun oleh Tim Uji Kompetensi.

Pasal 49
Uji Kompetensi dilakukan melalui metode:

a. tes tertulis;
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b. wawancara; dan/atau

c. metode lain yang ditentukan oleh Tim Uji
Kompetensi.

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan secara tatap muka langsung atau

melalui media daring.

Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus dengan

ketentuan:

a. nilai Uji Kompetensi untuk PFPP Ahli Pertama dan
PFPP Ahli Muda paling sedikit 70 (tujuh puluh) dari
skala 100 (seratus); dan

b. nilai Uji Kompetensi untuk PFPP Ahli Madya dan
PFPP Ahli Utama paling sedikit 80 (delapan puluh)

dari skala 100 (seratus).

Paragraf 3

Tim Uji Kompetensi

Pasal 50
Dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi untuk peserta
Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46,
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kekayaan negara dapat membentuk dan menetapkan Tim
Uji Kompetensi.
Susunan keanggotaan Tim Uji Kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3
(tiga) orang, yang terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
c. anggota paling sedikit 1 (satu) orang.
Susunan keanggotaan Tim Uji Kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas 1 (satu)
orang dari unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya
yang membidangi kekayaan negara.
Dalam pelaksanaan uji Kompetensi Manajerial dan uji
Kompetensi Sosial Kultural, Tim Uji Kompetensi mengacu

pada ketentuan mengenai penilaian Kompetensi
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Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural yang berlaku

di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 51
Syarat untuk menjadi anggota Tim Uji Kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) meliputi:
a. menduduki jabatan atau pangkat paling rendah 1
(satu) tingkat di atas jabatan atau pangkat PNS atau
jenjang PFPP yang akan mengikuti Uji Kompetensi;

b. memiliki keahlian serta kemampuan di bidang:

1. Penilaian dan/atau pengelolaan aset;
2. pengembangan sumber daya manusia,;
dan/atau

3. pendidikan dan Pelatihan; dan

c. memiliki keahlian dan/atau kemampuan dalam
melakukan Uji Kompetensi.

Dalam hal tidak terdapat pejabat yang memenuhi syarat

menjadi anggota Tim Uji Kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, anggota Tim Uji

Kompetensi dapat berasal dari pejabat dengan jabatan

atau pangkat paling rendah setara dengan jabatan atau

pangkat peserta yang diuji.

Tugas Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. menyusun materi Uji Kompetensi JF Penilai
Pemerintah;

b. melakukan Uji Kompetensi JF Penilai Pemerintah;

c. mengolah hasil Uji Kompetensi JF Penilai
Pemerintah;

d. melakukan penilaian hasil Uji Kompetensi JF Penilai
Pemerintah;

e. merekomendasikan dan melaporkan hasil Uji
Kompetensi JF Penilai Pemerintah kepada pimpinan
UPPJF dan pimpinan UPTJF; dan

f. tugas-tugas lain terkait Uji Kompetensi.
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Anggota Tim Uji Kompetensi dapat berasal dari assessor
independen dan/atau  profesional dalam  bidang

Kompetensi yang diuji.

Paragraf 4

Penyelenggara Uji Kompetensi

Pasal 52
Penyelenggaraan Uji Kompetensi dilaksanakan oleh
UPPJF yang didukung oleh UPTJF Penilai Pemerintah.
Pedoman teknis penyelenggaraan Uji Kompetensi

ditetapkan oleh Keputusan Pimpinan UPPJF.

Paragraf 5

Mekanisme Uji Kompetensi

Pasal 53
Calon peserta Uji Kompetensi yang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,
diusulkan oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi
pratama yang membidangi kepegawaian pada unit
masing-masing kepada penyelenggara Uji Kompetensi.
Penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap usulan
calon peserta Uji Kompetensi dan menetapkan calon
peserta Uji Kompetensi.
Penetapan calon peserta Uji Kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Tim Uji
Kompetensi untuk dilakukan Uji Kompetensi.
Hasil Uji Kompetensi disampaikan kepada pimpinan
UPPJF untuk mendapat penetapan kelulusan.
Penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dikoordinasikan dengan UPTJF Penilai Pemerintah.
Hasil penetapan kelulusan Uji Kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh pimpinan

UPPJF kepada PPK masing-masing Instansi Pemerintah
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dengan tembusan kepada pimpinan UPTJF Penilai

Pemerintah.

Paragraf 6

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 54

UPTJF Penilai Pemerintah bersama dengan UPPJF
melakukan  pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan Uji Kompetensi secara periodik paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan informasi
dan/atau rekomendasi sebagai bahan perbaikan

penyelenggaraan Uji Kompetensi.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kompetensi

Pasal 55
Pengembangan Kompetensi JF Penilai Pemerintah dapat
dilaksanakan dalam bentuk:
a. pembelajaran klasikal; dan/atau
b. pembelajaran nonklasikal.
Pengembangan Kompetensi JF Penilai Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
oleh UPPJF atau unit penyelenggara lain yang telah
diakreditasi oleh UPPJF.
Pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan diantaranya melalui program:

Pelatihan;

a
b. seminar;

c. kursus;
d. penataran; dan/atau
e. kegiatan lain yang dilakukan untuk

mempertahankan tingkat keahlian (maintain rating).
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Pembelajaran nonklasikal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan diantaranya melalui program:
a. pembelajaran elektronik (e-learning);
b. bimbingan di tempat kerja;
c. Pelatihan jarak jauh;

magang (on the job learning); dan/atau

e. pertukaran PNS dengan pegawai swasta.

Pasal 56
Jenis pembelajaran klasikal dan/atau pembelajaran
nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
terdiri atas:
a. pembelajaran fungsional;
b. pembelajaran teknis;
c. pembelajaran manajerial;
d. pembelajaran sosial kultural; dan
e. pembelajaran lain.
Pembelajaran fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a merupakan program pengembangan
Kompetensi JF Penilai Pemerintah untuk memberikan
pengetahuan dan/atau keterampilan fungsional yang
berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas JF
yang bersangkutan dan dapat dilakukan secara
berjenjang maupun tidak berjenjang.
Pembelajaran fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Pelatihan fungsional PFPP Ahli Pertama;
b. Pelatihan fungsional PFPP Ahli Muda,;
c. Pelatihan fungsional PFPP Ahli Madya; dan
d. Pelatihan fungsional PFPP Ahli Utama.
Pembelajaran fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan persyaratan untuk mengikuti Uji
Kompetensi.
Pembelajaran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan program pengembangan

Kompetensi Teknis JF Penilai Pemerintah.
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Pembelajaran manajerial dan pembelajaran sosial
kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dan huruf d merupakan program pengembangan
Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural
JF Penilai Pemerintah.

Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
ayat (6) digunakan untuk mencapai persyaratan SKJF
Penilai Pemerintah dan pengembangan karier sesuai
dengan jabatan masing-masing.

Pembelajaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e merupakan program pengembangan Kompetensi
Teknis lain terkait bidang tugas PFPP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai program pengembangan
Kompetensi Teknis lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) ditetapkan oleh pimpinan UPTJF Penilai Pemerintah
dengan mengacu pada ketentuan mengenai manajemen
pengembangan sumber daya manusia di lingkungan

Kementerian Keuangan.

Bagian Keempat

Analisis Kebutuhan Pembelajaran

Pasal 57

UPTJF Penilai Pemerintah bekerja sama dengan UPPJF
menyusun kebutuhan pembelajaran yang diperoleh
melalui analisis kebutuhan pembelajaran.

Ketentuan mengenai analisis kebutuhan pembelajaran
dan kurikulum pembelajaran JF Penilai Pemerintah
mengacu pada ketentuan yang mengatur analisis
kebutuhan pembelajaran yang berlaku di Instansi

Pembina.
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BAB XII

TUGAS, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN DAN

(1)

(2)

(3)

(4)

RINCIAN KEGIATAN TUGAS, HASIL KERJA JF SERTA
STANDAR KUALITAS HASIL KERJA JF

Pasal 58
Tugas JF Penilai Pemerintah yaitu melaksanakan
kegiatan di bidang Penilaian yang meliputi properti,
bisnis, dan/atau sumber daya alam.
Pelaksanaan tugas jabatan PFPP pada Instansi Pengguna
dan Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengacu pada peraturan perundang-undangan dan
pedoman teknis di bidang Penilaian yang ditetapkan oleh
Instansi Pembina.
Unsur kegiatan tugas JF Penilai Pemerintah yang dapat
dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:
a. pelaksanaan Penilaian;
b. pengendalian mutu Penilaian; dan
c. pemantauan dan evaluasi Penilaian.
Sub-unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas:
a. pelaksanaan Penilaian, meliputi:
pelaksanaan Penilaian properti;
pelaksanaan Penilaian bisnis;

pelaksanaan Penilaian sumber daya alam;

> L b=

pelaksanaan analisis terpisah di bidang
Penilaian; dan
S. uji petik di bidang Penilaian.

b. pengendalian mutu Penilaian, meliputi:

1. pelaksanaan kendali mutu di bidang Penilaian;

2. penyusunan daftar komponen  Penilaian
bangunan;

3. penyusunan daftar komponen  Penilaian

lainnya; dan
4. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang
Penilaian.

c. pemantauan dan evaluasi Penilaian, meliputi:
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pelaksanaan validasi kegiatan penilaian;
pelaksanaan evaluasi Penilaian;

penyusunan standardisasi Penilaian; dan

> b

penyusunan desain dan perjanjian program
kerja sama.
Uraian kegiatan tugas jabatan, wuraian kegiatan
pengembangan profesi dan penunjang, butir kegiatan JF
Penilai Pemerintah, dan deskripsi mengenai
kriteria/klasifikasi butir kegiatan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II huruf C dan huruf D yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

PFPP dapat melaksanakan tugas yang berada 1 (satu)

tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang

jabatannya apabila:

a. tidak terdapat PFPP untuk melaksanakan tugas
sesuai dengan jenjang jabatannya; atau

b. PFPP yang sesuai dengan jenjang jabatannya
memiliki kelebihan volume beban tugas.

Ketentuan perolehan Angka Kredit atas pelaksanaan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu

pada mekanisme sebagai berikut:

a. PFPP yang melaksanakan tugas 1 (satu) tingkat di
atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang
diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh
persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan

b. PFPP yang melaksanakan tugas 1 (satu) tingkat di
bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang
diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus

persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

Pasal 60
PFPP yang secara bersama-sama melaksanakan tugas
jabatan unsur pelaksanaan Penilaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a, dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:
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a. PFPP yang menjadi ketua tim diutamakan PFPP yang
memiliki tugas jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (5) dengan mempertimbangkan
ketentuan dalam Pasal 59 sesuai dengan kebijakan
pimpinan unit kerja; dan

b. anggota tim merupakan PFPP dan/atau pegawai
yang dianggap cakap untuk menjadi anggota tim.

Pelaksanaan tugas jabatan unsur pelaksanaan Penilaian

secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II huruf E yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 61
PFPP dalam menjalankan tugas jabatannya mengikuti
ketentuan Standar Kualitas Hasil Kerja.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kualitas Hasil
Kerja JF Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam keputusan yang ditandatangani
oleh pimpinan UPTJF Penilai Pemerintah atas nama

pimpinan Instansi Pembina.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

UPTJF Penilai Pemerintah melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap PFPP.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan UPTJF

Penilai Pemerintah dibantu oleh:

a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
penilaian pada UPTJF Penilai Pemerintah untuk
pembinaan dan pengawasan PFPP yang
berkedudukan pada Instansi Pembina dan Instansi

Pusat;
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b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin
wilayah pada UPTJF Penilai Pemerintah untuk
pembinaan dan pengawasan PFPP yang
berkedudukan pada Instansi Pembina dan Instansi
Daerah; dan

c. pejabat UPIJF pada Instansi Pengguna untuk
pembinaan dan pengawasan PFPP yang
berkedudukan pada masing-masing Instansi Pusat
dan Instansi Daerah.

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan JF

Penilai Pemerintah mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

pelaksanaan penilaian Angka Kredit sampai periode
semester II (dua) tahun 2021 tetap berdasarkan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 132/PMK.06/2017 tentang Petunjuk
Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah; dan

Angka Kredit yang dimiliki PFPP berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.06/2017 tentang
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
dikonversi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.06/2017

tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai
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Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1382); dan

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.06/2018
tentang Standar, Uji dan Pengembangan Kompetensi
Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1856),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2021
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
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LAMPIRAN |

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 195 /PMK.06/2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENILAI PEMERINTAH

. JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH

1. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal Untuk Pengangkatan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah dengan Pendidikan

Sarjana/Diploma IV

TUGAS JABATAN

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENILAI
PEMERINTAH

AHLI PERTAMA

AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA

Hja

/b

je mnsd IV/a IV/b IV/e v/d IV/je

Melksunakan kegiatan di bidang penilatan yvang meliputi
propert, biunis, dan/atan sumber daya alam, yang terdir] atas
. Pelaksanaan penilaian, meliputl:

1. pelaksanaan penilaian properti;

2. pelaksanaan penilaian bisnis;

1. pelaksanaan penilalan sumber dava alam;

4. pelaksanaananalisis terpisah di bidang penilaan;

5. wjl petik di bidang penilaian,

Pengendalian mutu pentlaian, meli puti:

1. pelaksanaan Kendali muito di bidang penilaian;

2. penyvusunan daftar komponen pentlaian bangunan;

3 penyvusunan daltar komponen penilaian lainnya;

4. pelaksanaan bimbingan teknis penilajan,

o, Pemantauan dan evaluasi pentlaian, meliputi;

pelaksanaan validasi Kegiatan pendlaian

pelaksanaan evaluasi penilatan;

penyvisunan standardisas| penilaian,

penyusunan desam dan perjanjian program kera sama.

=3

P
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2. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal Untuk Pengangkatan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah dengan Pendidikan

Magister

TUGAS JABATAN

JENJARNG JABATAN /GOLONGAN RUANG DAN
ANGEA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENILAI
PEMERINTAH

N

2. penyusunan daftar knmponen penilalan bangunan,
3. penyusunan daltar komponen penilaian innye;
4. pelaksanaan bimbingan teknis penaian
Pemantauan dan evaluasi pentlasn, meliputi;

1. pelaksanaan valikdasi kegiatan penilaian;

2. pelaksanaan evaluasi penilaian;

3. penvimunan standardisasi penilajan;

4

penyusunan desain dan perjanian program Ke s sama

AHLI PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
/b /e 1ljd IV/a V/b IVie V/d Wie

Melaksanakan kegiatan di bklang penilatan vang meliputi
prope i, bisnis, dan/atau sumber daya alam, yang terdir] atas
bt Pelaksanaan penilaian, meliputi:

1. pelaksanaan penllalan property;

2. pelaksanaan penilaian bisnis;

3. pelaksanaan penllalan sumber daya alam;

4 pelaksanaan analisis terpisah di bidang penilaian;

5, uji petik di bidang penilaian.
b, Pengendalian mutu pentlatan, meliputs

1. pelaksanann ke ndali muata di bidarsg penilaian; 50 100 100 1 %0 150 150 200

www.peraturan.go.id



2021, No. 1394

-50-

3. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal Untuk Pengangkatan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah dengan Pendidikan

Doktor

TUGAS JABATAN

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENILAJ

PEMERIN TAH

AHLI MUDA

AHLI MADYA

AHU UTAMA

je

1/

W/a

IV/b

/e

v/d

V/ie

Melaksunakan kegiatan di biang penilajan vang meliputi
properti, bisnis, dan/atau sumber daya alam, vang terdir| atas
Pelaksansan penilaian, meliputi
pelaksanaan penilaian property;
pelaksasann penilaian bisnis;
pelaksanaan penilaian sumber daya alam;
pelaksanaan analists terpisah di bidang penilalan;
uil petik di bidang pe ndlaian
‘engendalian mutu pendlaian, mel puti:
pelaksanaan Kendali mato di bidang penilaian;
penyusunan daflar komponen penilalan bangunan,
penyvisunan daltar kompanen penilatan linnya;

AN -

L 13—

pelaksanaan validasi kegistan penilaian;
pelaksanann evaluasi penilyian;

,.
3. penyusunan standardisasi penilatan,
4. petyusunan desain dan petjan jian program Kegs sama

100

100

200

www.peraturan.go.id
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B. FORMAT CAPAIAN ANGKA KREDIT
PENILAIAN CAPAIAN ANGKA
KREDIT BERDASARKAN CAPAIAN
SKP NOMOR..........
PENILAI PEMERINTAH YANG DINILAL
1. | NAMA
2, |NIP
3. | NOMOR SERI KARPEG
4. | TEMPAT/TANGGAL LAHIR
5. |JENIS KELAMIN
6. | PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT
7. |JABATAN/TMT
8. |UNIT KERJA
HASIL PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT
ANGKA
2 , bercachrsis ANGKA KREDIT
w | TARGET AK | NILAI CAPAIAN RNT AR KREDIT ,
TR SKP TUGAS JABATAN R MINIMAL 1]\:1:1:10‘[)‘][:3[}:\::4)
YANG HARUS =y
2 3 + 5 6

JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH BERDASARKAN CAPAIAN SKP

Ditetapkan di ..

Pada tanggal

Nama Lengkap..

NIP.........
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C. FORMAT PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA
KREDIT NOMOR

Inntmersls s v i e ias Masa Penilaian: . ...
1 | KETERANGAN FERORANGAN

1 | Nama

2 | NIP

3 | Nomor Seri KARPEG

4 | Pangkat/Golongan ruang TMT

5 | Tempat dan Tanggal lahir

6 | Jenis Kelamin

7 | Pendidikan

8 | Jabatan Fungsional/TMT

9 | Masa Kerja Golongan

10 | Unit Kerja
11 | PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA | BARU JUMLAHI KETERANGAN

1. AK Dasar yang diberikan

0

AK yang diperoleh dari
Pengalaman

3. AK yang diperolch Kegiatan
Tugas Jabatan

4. AK yang diperoleh dari
Pengembangan Profesi

5. AK yang diperolch dari Kegiatan
Penunjang

TOTAL ANGKA KREDIT
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai
untuk kenaikan pangkat/jabatan

DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN
111 | PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI

Ditetaphkan di.....cccoscscaiairsnaiernsiis
Pada tanggal.........ccccciiiiiiiniaicnnnnns

ASLI penetapan Angka Kredit untuk
I. Unit Pengusul; dan
2. Penilai Pemerintah yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kepada:

|. Pejabat yang berwenang menetapkan Angkn
Kredst;

2. Bekretaris Tim Penilar yang bersangkutan: dan

3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidang:
loepegownian /Bagan  yang membedangi
leepegawaian yang bersanglautan®);

*| coret yang tidak perlu

www.peraturan.go.id
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D. FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN JABATAN
FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH

Yang bertanda tangan:
TRIE: 0000000 TS skesatnekeavmesipieisasibubidbs avniah s do el s buseh dabs
NIP S S e RN S T S S S SN
Pangkat/golongan ruang

Jabatan

Ut @000 e N S e N A S T e e s I SR
Menyatakan bahwa:
NEmE: 3000000000 A S S SN G N RS RN
NIP AR X RN T PP UL R4 CL RIS
Pangkat/polongany TUBRRRITMT ' 8 i sminmssaiasssnsesan savsssqsrpaldsssiassassanasainesss
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah sebagai berikut:

. Jumlah Jumlah Keterangan
No Urw Tanggal Satuc.sn Volume Angka / Buk%i
Kegiatan Hasil | peciatan Kredit Fisik
1
2
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Atasan Langsung

www.peraturan.go.id
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E. FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan:

Nama SRR POR AR RU R RO ORI OTrORe
NIP & it s bk Balw o i) 698 859 bk itk Abm s 68 8 buus 853kt s bydbl Dabs
Pangkat/golongan ruang > PRSP PIRR TR P T S P WO P B OIO g e os
Jabatan M A SRR AN S SRR TS S RS S SRR AN b AR TS SRR A AR HA
Unit kerja E 000 04404 SRR A S PEd EER BRI LSS RAA RS AL L8280 54204 4008

Menyatakan bahwa:

Nama G 000 00004 LSS A DS PEd £SER IR LI LESOALEE AL LS80 042 S9L008
NIP B YCOE RS RN O [ § A NI PE R P LR O
Pangkat/golongan ruang/TMT > SEEUREREC 5 R (I T PP R - 63 T SOVARARO 5 S S
Unit kerja S A M SRR AR S o WIS S B AL WA o Ve KA PSS A

Telah melakukan kegiatan Pengembangan Profesi sebagai berikut:

Uraian Kegiatan i Jumlah Jumlah Keterangan
No Pengembangan | Tanggal Volume Angka / Bukti
Profesi Hasil | geoiatan Kredit Fisik
1
2
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan scbagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Atasan Langsung

www.peraturan.go.id
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F. FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

Yang bertanda tangan:

Nama > OSBRI PR P ST PP P L R s ST S
NIP B e S S AN PR S S BN SRR N AR S g N XA A
Pangkat/golongan ruang G 000 00 A P4 SRR B Pt LSRR LI LS RAA B AL ES8880 54284 L008
Jabatan d e S L S L S S S G e IS N
Unit kerja > SEURERREE 1 R (I TSP P 60 TV RSRAR 5 S

Menyatakan bahwa:

Nama > ST ORBARIG SRR P ST SRR R 0y ST IR S
NIP M S BRSPS S BANR S SRR AL S s AR S sy b KR A
Pangkat/golongan ruang/TMT G 000 00009 LB A A O P SR OREPId LOSALED HIAL L8280 94T E008
Unit kerja B9 YOO SR DORRNAY ST | U 4 ORI IO P TSRO

Telah melakukan kegiatan Penunjnag scbagai berikut:

. ) Jumlah Jumlah Keterangan
No Ur::can Ktj'gxatan Tanggal S’:‘“‘;n Volume Angka / Bukti
nunjang as Kegiatan | Kredit Fisik
1
2
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan scbagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Atasan Langsung

www.peraturan.go.id
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G. URAIAN KEGIATAN PENUNJANG DAN PENGEMBANGAN PROFESI

1. Kegiatan Penunjang

D (], I,
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGKA KREDIT PELAKSAN.
KEGIATAN
] 2 3 r] G - =
1 Penmunjang Kegiatan A Pengajar /Pe latibf Perm bimbi ng Me g4 ji mem bimbing yang berkaitan Sertifikat/ Laporan 040 Semn un jengang
Jabatan Fungsional di bilang Jabatan Fungsional dengan ang Jabatan Fungsional Pendlal Pemerin tah
Penilal Pemenntah Penilal Pemerintah
B, | Keangsgotaan ds m Me ngadi angaota Tim Penflal/ Tim Ul Kompetens Laparan 004 Semua jenjang
Penilai / Tim Uji Komipe tensi
C Perolehan Porsgbamgaan/ Tanda 1 Memperokeh penghbamguan/ taxla jasa Satve
Jasa Lancana Karya Satva
a, 10 tiga puluh) tabun Piagam 1,00 Semua jenjang
b. | 20 dua puluh) tabun Piagam 2,00 Semua jenjang
[} 10 {sepuluh) tahun Piagam 1,00 Semua jenjang
2. | Pengharganan/tanda jasa atas prestasi kerjnya Semua jenjang
) Ting ks m«_::rk__\—l..w.:w:: A5 AK Ketsaikan Semius jenjang
pang kat
b, | Tingkat Naskanal Sertifikat/Plagam 25% AK kenatkan Semua jenjang
g kal
3 Tingkat Provins Sertifikat/ Pagun L5% AK kenaikan Semun jenjang
pangkat
D, | Pemlehan Gelar Kesarjanuan | Mempemleh gelar kesaganaan lainnya vang tidak
Lainnya vang tidak sesual sesual dengan bidang tugas JF
dengan tugas bidang Jabatan
Fungsional Penilal Pemerintah
a Daktaor ljamh 15 Semua jenjang
b Magister ljazah 10 Semn un jengang
< Sanana/Diphma IV ljamh 5 Semun jenjang
E Pelaksanaan tugas lain vang Me lakukan kegiatan vang mendukung pe laksanaan Laparan 004 Semua jenjang

1 ukung pelaksanaan tugas
Jabatan Fungsiaonal Penilai
Peme rintah

Tugas Jabatan Fungsional Penilal Pemerintah

www.peraturan.go.id
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2. Kegiatan Pengembangan Profesi

NO SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGKA KREDIT sy
I i " 5 [ 7
1 A. | Peralehan lnzah/Gelar Memperoleh (jazah sesuml dengan bidang tugas Damh/Gelar 25% AK Kenatkan Semua jenjang
Pendilikan Fo al sesual Jabatan Fungsionsl Pe i Pemerintah pang kat
Penilal Pemerintah dengan bxlang tugas Jabatan
B 1. | Membuat Karva tulis/karya fimiah hasi
penelitian/ pengkajian/ survel/
bidang Jabatan ngsiana] Penilal Pemen
yang dipublikasikan
a dalam bentuk buku/majalah imiah Jurnal/ Buku 20,00 Semua jenjang
intemasional vang diterbitkan intemasional
yang lerindek
b dalam bentuk buku/majlab ilmiah Jurnal/ Buku 12,50 Semua jenjang
intemasianal yvang diterbitkan nasional
[} dalam ben buku/majlah imiah Jurnal/ Buku /Naskah 600 Semua jenjang
intermas vang diterbitkan dan diakui
aleh arganisasi profesi dan Instansi Pembina
P Karva limiah hasi
J survel/ ev
bidang Jabatan Fungsional Penilal Perme rintah
8.00 Sarn u jengang
Nas kah 4 00 Semua jenjang
3 Membuat Karva tulis/ Karva ilmiah berupe
tinjauan atou ulasan iimiah basil gagasan sendin
di bidang Jabatan Fungsianal Penilal Pemenintah
van g dipublika siks
a dalam majaiah iimiah yang diakui akeh Buku .00 Semua jenjang
arganisasi profes) dan Instansi Pembina
b, | dalam bentuk buku vang diterbitkan dan Naskah 4,00 Semua jenjang
diedar kan secara nasional
4. | Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa
iImiah hasll gagasan sendin
di biden g Jabatan Fungsional Pendlal Peme rintah
vang tedak di publilcasikan
a. | dalam bentuk buku Buku 7.00 Semua jenjang
b. | dalam benmtuk makalah Nas kah 3,50 Semun jenjang
5. | Menyampaikan prasaran berupa tinjmuan, Nas kah 2,50 Semun jenjang

gagasan da u ulasan mah

o rierm e n
—_
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W S )
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGKA KREDIT _._f.*_w_rvu,ﬂa
] 2 3 i 5 [ 7
6. | Membuat artikel di bidang Jabatan Fungsxonal Artikel 2 Semua jenjang
Penilai Pemerintah vang dipublikasika
C Pener pema ban /Penyaduran 1
Bahan-Bahan Lain di
bilang Jabatan Fungsonal Pemerintal vang dipablikasikan
Pendlai Pe merintah
" dalam bentuk buku yang diter bitkan dan Buku 700 Semun jenjang
diedarkan secara masional
b, | dalam majalah iimiah vang diakui okh Nas kah 3,50 Semua jenjang
argandsas | profes| 1 Instansi Pembina
2 Mener e mahkan / dur buku atau karva
Buku Samun jenjang
Nas kab 1 30
D Buku 3 00 18 jemyjang
E gikout! kegintan pengembangan kum peten s
".N.MHH-M _r_c,....ah““_....w.._ﬂ:_:.: latiban flungsional Senifikar/ 050 Semua jenjang
) 4 2, | seminar/ o Kakirva Sko nle ren st/ sdm pos bt /stod| Serifikat [/ lape 3 00 Semiun jenjang
banding-lapangs
3. | pelatiban tekns /magang di bidang tugas Jabatan
Furgsional Penilal Pemerintah dan mem pemieh
Sertlfikat
a Lamaryva Jebih dar 960 jam Se rtifikat /o paran 15,00 Semua jenjang
b antam 641 - 960 jam 9.00 Semun
< A antara 481 - 640 jam 600 Semin
d 101 - 480 jam 3 .00 Semun
© 81 - 160 jum 200 Semua
[} 31 - 80 jam 100 Sern
L. h niw dar 30 jam 0,50 St
4 Pelatiban manajerial/ sosial 2] i bidlang
tugas Jabatan Fungsional Penilai Pemenntah dan
memperakeh Serntifikal
" Lau A MO0 jam T.5 Semun
b Lamanya antara 641 - 960 jum Sorntifikat/laporan 4,50 Semun

www.peraturan.go.l
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NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGKA KREDIT iy
i 2 3 K 5 [ 7
C Lamanya antam 441 - 540 jJam Sertifikat /laporan 3 Semua jenjang
d. | Lamanya antam 161 - 480 jam Se rtifikat [/ laparan 1,50 Semua jenjang
e, | Lamars antam 81 - 160 jam Sertifikat/ laparan 1 Semua jenjang
] Lamanya antam 30 - 50 jam Sortifikat/ laparan 030 Semua jenjang
8 Lamanva kurang dan 30 jam Se rtifideat /laparan 0,25 Semua jenjang
5. | manmin performance {pemelibaman kinerja dan Sertifikat / laparan 050 Semua jenjang
target Kinetja)
[ Kunjungan kerja Sertifikat/ aporan 030 Semun jenjang
F Kegintan lain vang me ndukung Melaksanukan Keglatan lin vang mendukung Sontifiket/laporan 050 Semn jerny)ang

pengs mbangan profesivang
ditetapkan okeh Instans|
Pembina di bidang Jabatan
Furgsional Penillal Pemerintah

pengembangan prafesi vang ditetapkan oleh Instansl
Pembina di bidang Jabatan Fungs knal Penilsl
Pemerintah

www.peraturan.go.id
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H. JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH
TUGAS JABATAN AHLI PERTAMA AHLI MU DA AHLI MADYA AHL UTAMA
111/a /b 11l /c 111/d IV/a V/b 1Vjc 1V/d IV/e

Melaksanukan kegiatan di bidang penflaan yang meliput
properti, bisnis, dan/atan sumber davs alam, vang terdiri stas
i, Pelaksanoan pendlain, melputt

1. pelaksanaan pendlaian properti;

2. pelaksanaan penilaian bisnis;

3. pelaksanaan penilaian sumber daya alam;

4. pelaksanaan analisis terpisah di bidang pendlaian;

5. ujl petik di bidang penilasian

Pengendalian mutu pen n, meliput):

1. pelaksanasan kendall mutu di bidang penilaian;

2. penyusunan daftar kampanen penilaan bangunan;
3. peoyusunan daftar kampanen penflaian lainnya;

4. pelaksanaan bimbingan teknis pe nilaian,

>, Pemantanan dan evahms penflaian, meliputi:

1. pelaksanaan validasi Kegiatan penilaian;

2. pelaksanaan evaluasi penilaian;

3. penyusunan standardisasi penilaian;

4

penvusunan desain dan perjanfian progmm Kerja sama.

-

50 50 100 100 150 | 50 150 200

Keterangan
Khusus Pejabatl Furgsional Penilai Pemerintah vang dismgkat sebelum 31 Desember 2021, pada ssat penilaian angka kredit semester 1] periode tahun 2002 dilskukan penyesuaian angka Krodit
kumulatif sebaga | bertut

o, Untuk Ahli Pertama dilakukan penyesuaian dengan mengurang! angka kredit kumulatif sejumlah 100 angka kredit;

b. Untuk Ahll Maxda dilakukan penyesuaian dengan mengumngi angka kredit kumulatif sejumiah 200 angka kredit;

c. Untuk Ahli Madya dilakukan penyesusian dengan mengurangl angks kredit oumulatif sejumiah 400 angka kredit

www.peraturan.go.id
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I. PENGUSULAN, PENILAIAN, PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN FORMULIR
LAPORAN CAPAIAN ANGKA KREDIT

1. Pengusulan Angka Kredit

a. Penilai Pemerintah menyusun usulan Angka Kredit yang berisi
dokumen sebagai berikut:

i. Capaian SKP yang telah dilegalisir oleh pimpinan unit kerja;

ii. Surat Pernyataan melakukan kegiatan Jabatan Fungsional
Penilai Pemerintah,;

ili. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
dalam hal JF Penilai Pemerintah melakukan kegiatan
pengembangan profesi;

iv. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dalam hal
Penilai Pemerintah melakukan kegiatan penunjang;

v. Bukti pendukung usulan Capaian Angka Kredit (dapat berupa
output sistem informasi atau dokumen fisik tugas jabatan,
dokumen pengembangan profesi, dan/atau dokumen kegiatan
penunjang);

vi. Fotokopi Penilaian Capaian Angka Kredit Berdasarkan Capaian
SKP untuk periode sebelumnya yang telah dilegalisir oleh
pimpinan unit kerja; dan

vii. Fotokopi Penilaian Capaian Angka Kredit dari Kegiatan
Pengembangan Profesi dan Kegiatan Penunjang untuk periode-
periode sebelumnya dalam 1 (satu) masa pangkat yang telah
dilegalisir oleh pimpinan unit kerja.

b. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka
vi dan vii tidak berlaku bagi JF Penilai Pemerintah yang menjalani
periode penilaian pertama sejak pengangkatan ke dalam JF Penilai
Pemerintah atau sejak kenaikan jabatan.

c. Atasan langsung Penilai Pemerintah menyampaikan dokumen
usulan Capaian Angka Kredit kepada kepala unit kerja.

d. Kepala unit kerja menyampaikan usulan Capaian Angka Kredit
kepada Pejabat yang Berwenang Mengusulkan Angka Kredit
menggunakan Surat Penyampaian Bahan Usulan Penilaian dan
Penetapan Angka Kredit bagi JF Penilai Pemerintah u.p. Ketua Tim
Penilai.

2. Administrasi Usulan Capaian Angka Kredit

a. Sekretariat Tim Penilai meneliti kelengkapan usulan Capaian

Angka Kredit yang diajukan oleh JF Penilai Pemerintah.

www.peraturan.go.id
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b. Dalam hal usulan Capaian Angka Kredit tidak memenuhi syarat
kelengkapan, Sekretariat Tim PAK membuat surat permintaan
kelengkapan kepada Penilai Pemerintah.

c. Penilai Pemerintah melengkapi kekurangan kelengkapan
sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat 10 (sepuluh)
hari kerja terhitung sejak surat permintaan kelengkapan dikirim.

d. Dalam hal kekurangan kelengkapan tidak disampaikan sampai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, Tim
Penilai mengembalikan usulan Capaian Angka Kredit kepada
kepala unit kerja.

e. Usulan Capaian Angka Kredit yang telah dinyatakan lengkap
dikirim kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian.

. Penilaian Capaian Angka Kredit

a. Tim Penilai menghitung Capaian Angka Kredit Penilai Pemerintah
dengan membandingkan capaian SKP, surat pernyataan, dan
bukti pendukung.

b. Apabila diperlukan, Tim PAK dapat meminta bukti pendukung
tambahan sebagai bahan pertimbangan kepada Penilai
Pemerintah.

c. Penilai Pemerintah mengirimkan bukti pendukung tambahan
sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat 10 (sepuluh)
hari kerja terhitung sejak surat permintaan bukti pendukung
tambahan diterima.

d. Dalam hal bukti pendukung tambahan tidak disampaikan sampai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, Tim
Penilai menetapkan capaian Angka Kredit berdasarkan
pertimbangan Tim Penilai.

e. Tim Penilai menuliskan hasil penilaian Angka Kredit ke dalam
formular Laporan Capaian Angka Kredit dan formulir Laporan
Capaian Angka Kredit dari Kegiatan Pengembangan Profesi dan
Kegiatan Penunjang serta menyampaikan kepada Sekretariat Tim
PAK untuk didistribusikan.

f. Hasil penilaian Angka Kredit dari capaian SKP dituliskan ke dalam
formular Laporan Capaian Angka Kredit Berdasarkan Capaian SKP
meliputi:

i. hasil penilaian Angka Kredit untuk periode yang dinilai: dan
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ii. hasil penilaian Angka Kredit untuk periode-periode sebelumnya
dalam 1 {satu) masa pangkat.

g. Dalam hal Angka Kredit telah mencapai kebutuhan untuk kenaikan
pangkat dan/atau jabatan, Tim Penilai memberikan rekomendasi
kenaikan pangkat dan/atau jabatan serta menyampaikan kepada
Sekretariat Tim Penilai untuk ditetapkan dalam PAK.

4. Penetapan PAK

a. Berdasarkan formulir Penilaian Capaian Angka Kredit dan formular
Penilaian Capaian Angka Kredit dari Kegiatan Pengembangan Profesi
dan Kegiatan Penunjang, Sekretariat Tim Penilai membuat Berita
Acara Penetapan Angka Kredit (BA PAK).

b. Sekretariat Tim Penilai meneruskan konsep BA PAK sebagaimana
dimaksud pada huruf a kepada Tim PAK dan ditandatangani paling
sedikit 3 (tiga) orang anggota Tim PAK.

c. Berdasarkan BA PAK yang telah ditandatangani oleh Tim PAK,
Sekretariat Tim Penilai membuat konsep PAK dan menyampaikan
kepada Pejabat yang Berwenang Mengusulkan Angka Kredit.

d. Pejabat yang Berwenang Mengusulkan Angka Kredit menyampaikan
konsep PAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka
Kredit.

5. Distribusi Formulir Laporan Capaian Angka Kredit dan PAK
a. Sekretariat Tim PAK menyampaikan Formulir Penilaian Capaian
Angka Kredit dan PAK yang telah ditandatangani kepada:
i. Penilai Pemerintah yang bersangkutan.
ii. Kepala unit kerja yang mengusulkan.
iii. Pejabat lain yang dianggap perlu.

b. Sekretariat Tim PAK mengadministrasikan Formulir Penilaian

Capaian Angka Kredit dan PAK yang telah ditandatangani sebagai

arsip.
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J. CONTOH KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
1. PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Menmmbang s a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menter Pendayagunaan Aparatur
Negarn dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2021 tentang Jabatan
Fungsional Penilai Pemerintah, perfu membentuk Tim Penilai Jabatan
Fungsional Penilai Pemerintah;

b. bahwa para pejabat yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cukup
memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Tim Penilai Jabatan
Fungsional Penilai Pemerintah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apamatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penilai
Pemerintah;

Mengingat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI JAHATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH
KESATU :  Membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Direktorat
Jenderal Kekayann Negam dengan susunan tim sebagai berikut:
a. Ketua merangkap anggota : Nama Pejabat /NIP
b. Sekretaria merangkap anggota : Nama Pejabat/NIP
c. Anggota : Nama Pejabat /NIP

KEDUA : Tim Penilai Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negam mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantu Direktur Jenderal Kekayaan Negara atau pejabat lain yang
ditunjuk dalam menetapkan angka kredit; dan
b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian dan penetapan
angka kredit sebagnimana dimaksud dalam huruf a.
KETIGA :  Penilaian angka kredit dilakukan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota.
KEEMPAT :  Masa jabatan anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara adalah 3 (tiga) tahun,
KELIMA :  Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur
Jenderal ini, akan dindakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEENAM :  Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
berlaku surut sejok tanggal 1| Januari 20.....
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampailkan kepada :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Direktur Penilaian;
3. Para Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Direktorat
Jenderal Kekayaan Negarn.
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2. PEMBENTUKAN TIM PENILAI UNIT KERJA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

TENTANG

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Menimbang :© a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah, periu membentuk Tim
Penilai Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah;

b. bahwa para pejabat yang tercantum dalam keputusan ini dianggap
cukup memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Tim Penilai
Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor |1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 tentang Jabatan
Fungsional Penilai Pemerintah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PENILAI
PEMERINTAH
KESATU : Membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
Dircktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan susunan tim sebagai berikut:

a. Ketua merangkap anggota : Nama Pcjabat/NIP
b, Sckretaris merangkap anggota - Nama Pejabat/NIP
c. Anggota : Nama Pejabat/NIP

KEDUA ' Tim Penilai Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Dircktorat
Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas sebagai berikut:
a membantu Direktur Jenderal Kekayaan Negara atau pejabat lain
yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit; dan
b, melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian dan
penctapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

KETIGA : Penilaian angka kredit dilakukan oleh sckurang-kurangnya 1 (satu) orang
BNggota.

KEEMPAT : Masa jabatan anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
Dircktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah 3 (tiga) tahun.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekelimuan dalam Keputusan
Direktur Jenderal ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM ¢ Keputusan Dircktur Jenderal ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan dan

beriaku surut sejak tanggal 1 Januari 20.....

Salinan Keputusan Dircktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Dircktorat Jenderal Kekayaan Negara;

2. Dircktur Penilaian ;

3. Para Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
Dircktorat Jenderal Kekayaan Negara.
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K. CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa Saudara .................. NIP ....cccveeveene pangkat/golongan ruang
............ , jabatan ........ telah memenuhi syarat dan dianggap cakap
untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah jenjang
Ahli Pertama;

b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu
mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Penilai
Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tehun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 tentang Jabatan
Fungsional Penilai Pemerintah;
MEMUTUSKAN:
Menctapkan ¢
KESATU : PNS dibawah ini:

a. Nama I SRR SR A A N o RS ST g
b. NIP e

c. Pangkat/golongan :
ruang/TMT

d. Unit kerja YRR ARR R AP RN ATAPA N By A e

Terhitung mulai tanggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai
i Pemerintah jenjang Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 0 (nol)
KEDU R B e N A e o T S T Ly PRI F S A A RO

KETIGA :  Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan scbagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan scbagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal .......c..coieiiniinas

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian /Bagian yang membidangi
kepegawaian yvang bersanghkutan:®)

3. Pejabat yang ber B pk angka kredit;

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara /Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang
bersangkutan;*)

5. Pejabat lnin yang dianggap periu.

*) Coret yang tidak periu.
**] Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap periu.
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L. CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,
Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ......... NIP
......... jabatan .................. pangkat/golongan ruang ............ telah

memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dlangmt dalam Jabatan
Fungsional Penilai Pemerintah melalui perpindahan dari jabatan lain;
Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 tentang Jabatan
Fungsional Penilai Pemerintah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU { Mengangkat:

a. Nama

b. NIP

c. Pangkat/golongan
ruang/TMT

d. Unit kerja § O A D N R BN PSSP 4 6P G 8l 4

Terhitung mulai tanggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai

Pemerintah jenjang ........ dengan angka kredit sebesar ... fiSasidaiers )
KEDUA TS L e R P A O R L RO NI LSS0 L DO PR 002 NP RS Rt i |
KETIGA . Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini, akan diadakan perbaikan schbagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yvang

bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawnian Negara:

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian vang membidangi
kepegawaian yang bersanglastan:®)

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang
bersangkutan:®)

5. Pejnbat lain yang dianggap periu

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada p bahan diktum yang dianggap periu.
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M. CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,
Menimbang :  bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ......... NIP
......... jabatan .................. pangkat/golongan ruang ............ telah

memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan
Fungsional Penilai Pemerintah melalui promosi;
Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubshan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 tentang Jabatan
Fungsional Penilai Pemerintah;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU I Mengangkat:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan
ruang/TMT
d. Unit kerja S Gr D oA AR TS P44 S A A ARE VD £ g g
Terhitung mulai tanggal ........ dipromosikan dalam Jabatan Fungsional
Penilai Pemerintah jenjang ........ dengan angka kredit sebesar ...
)
KEDUA t
KETIGA ! Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negen Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan scbagaimana mestinya.
Ditetapkan di
pada tanggal
TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian /Bagian yang membidangi
kepegawaian vnng bersangltuu.n )
3. Pejabat yang ber X angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelaynnun Perbendaharaan Negara /Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang
bersanglutan;*)

5. Pejabat lnin yang dianggap perhu.

*) Coret yang tidak periu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap periu.
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N. CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

TENTANG KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang ¢ bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Penilai Pemerintah yang lowong,
Saudara......... IR “ccscomnacsornas jabatan ...........c... pangkat /golongan ruang
......... , telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam
jcnjang jabatan sectingkat lebih tinggi;
Mengingat * 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 tentang Jabatan
Fungsional Penilai Pemerintah;
MEMUTUSKAN:
Menctapkan ;
KESATU i Terhitung mulai tanggal ...,
Sipil:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja 4

Dari Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah jenjang..................... ke dalam
Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah jenjang .............. dengan angka kredit
scbesar 0 {nol).

KEDUA AT AR AN SR AN B0 AR (et R Ve TR Do X A R CCARS ST By (P KO DV R (W R e A G <
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, '
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil vang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .......ccccevve..es
pada tanggal ...

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian /Bagian yang membidangi
kepegawaian yang bersangkutan;*)

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan;*|
Pejabat lain yang dianggap perlu

haw

*) Coret yang tidak periu.
**) Diisi apabila nda penambahan diktum yang d'mnznp periu.
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O. CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

TENTANG PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat ... Nomor ..........q tanggal
........... perihal usulan pcmbcrhcnuan dari Jabatan Fungsional Penilai
Pemerintah karena .............
b. bahwa untuk tertib adrmnmtrnm perlu melakukan pemberhentian
dari Jabatan Fungsional Penilai Pcmmntah,
Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 tentang Jabatan
Fungsional Penilai Pemerintah;

MEMUTUSKAN:
Menctapkan 1
KESATU ! Terhitung mulai tanggal ....... diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penilai
Pemerintah:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja
Dari Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah jenjang.................... ke
dalam Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah jenjang .............. dengan
angka kredit sebesar 0 (nol).
KEDUA oSO R TP SO I SO R U O S E U SO LTI F RN SO DL SRS 6 DR e
IQ)
KETIGA : Apabila dikemudian han ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pr yang bidang: kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawalan yang

bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharosan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersanglutan;®)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah surat dan pimpenan unit kerja pul.mg dah gkat Pimpi Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal
dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan p hentiandarijab karena...

**) Diisi apabila ada pe bah dlhum;lngdmnm:pperlu
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P. CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR .....occcuaes
TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang a. bahwa berdasarkan :ural i teppasitascmtttes Namor ............. tanggal ...
perihal 1 pemb dari Jab Fungsional Penilai Pemerintah
karena ............;%)

b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu  melakukan pemberhentian dari
Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Pernturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawni Negeri
Sipil sebagai a telah diubah dengan Pernturan Pemerintah Nemor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:
3. Peraturan M 1 Pendayag Aparatur Negara dan Reformas: Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penilai
Pemerintah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU Terhitung mulai tanggal ... mengnngknt kembali Pegawal Negeri Sipil:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja 4
Dalam jabatan Penilai Pemerintah jenjang. ......ooooooeees dengan angka kredit
sebesar......ooeevviee | JOOTRTIIOTREA |
KEDUA -
KETIGA Ap.'lblh dlkcmudun hnn trmynu l:rdn.p-! kchehnmn dalnm keputuun ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untule dik hui dan diindahk schagaimana mestinya.
Ditetapkan di .o
pada tanggal ...
shRGERE . TSR

1. Kepala Bndnu Kepegawaian Negany

2. Pejabat Pimpi Tinggi Pra vang bedang: kepega /Bagian yang membidangi kepegawaian yang

bersangkutan;

3. Pejabat yang bemn'ug menetapkan anglka kredit:

4. Kepala Kantar Pelayanan Perbendaharasan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangloutan:*)

5. Peabat lain yang dianggap perlu,

*|Dicoret yang tdak periu.

**) Diasi ap bahan diktum yang dianggap periu.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SRI MULYANI INDRAWATI
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LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 195 /PMK.06/2021

TENTANG

2021, No. 1394

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL

PENILAI PEMERINTAH

FORMAT HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI KEGIATAN

PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN
KEGIATAN PENUNJANG

1. | NAMA
2. |NIP
3. | NOMOR SERI KARPEG
4. | TEMPAT/TANGGAL LAHIR
5. JJENIS KELAMIN
6. | PANGKAT/GOLONGAN RUANG /TMT
7. |JABATAN/TMT
8. | UNIT KERJA
Hasil Penilaian Angka Kredit dari Pengembangan Profesi dan Kegiatan Penunjang
I. Pengembangan Profesi Kegmtan Hasil Kerja/ Angla | Jumiah
Output Kredit Angkn
Kredit
A.  Perolehan paxah [geiar
pendsdikan formal sesuai ljazah /Gelar
dengan bidang tugas JF
B. Pembuatan karya tulis/ karya Naskad
ilmiah di bidang JF e
C. Penerjemahan/ penyaduran
buku dan bahan-bahan lain di Buku/Nankah
bidang JF
D. Penyusunan Standar/Pedoman/
Petunjuk Pelaksanaan / Buku
Petunjuk Teknis di bdang JF
k. Pengembangan Kompelens: di Sertifikat/
bidang JF laporan
F. Kegintan lain yang mendukung
pengembangan profesi yang L
ditetapkan oleh Instansi Laporan
Pembina di bidang JF
JUMLAH ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI
Penunjang
A Pengwar/Pelanh; Pembimbing di
bidang JF Laparan
B Keanggotaan dalam Tim La
Penilai/Tim Uji Kompetens: prena
C. Perclehan Penghargaan Paagam /
Sertifikat/
Plagam
D. Perolehan gelar kesarjanann :
lminnva = e ljazah
E Pelaksanaan tugas lain yang
mendukung pelaksanaan tugas Laparan
JF
JUMLAH ANGKA KREDIT KEGIATAN PENUNJANG

Ketua Tmm Penilat

www.peraturan.go.id
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B. HASIL KERJA MINIMAL JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH

Volume hasil kena selama

Jenjang dabatsn Butir Kegintan menduduki pangkat/jenjang jabatan
Penilai Menyusun laporan Penilaian a5
int i
Pemesiatih AR Melakukan survei data properti, ekonomi,
Pertama 1
dan /atau perusahasn
Menyusun laporan Penilaian 20
Penilai Menganalisis data properti, ekonomi, 1
Pemerintah Ahli |dan/atau perusahann
Bhucia Melnkukan pendampingan teknis 1
standardisasi di bidang penilaian
Menyusun laporan Penilaian 10
. Merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan
i tandnrdisasi di bid ila !
Pemerintah Ahli [oon cxlioritenears 3 iinmriria
Madya Melakukan kaji ulang laporan penilaian 10

Melakukan pendampingan teknis
standardisas: di bidang penilnian

Melakukan pendampingan teknis
standardisasi di bidang penilaian

Penilai Pemerintah

Memfinalisas: hasil evaluas: pelaksanaan
standardisasi di bidang Penilaian

Ahli Utama

Memfinalisasi kajian standardisasi di
bidang penilaian

Memfinalisasi materi substansi

standardisasi di bidang penilaian

www.peraturan.go.id



2021, No. 1394

-83-

C. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

NO UNSUR SUBUNSUR BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT PELAKSANA BUKTI FISIK
KEGIATAN
] 2 3 Kl 5 [ 7
| Pelaksmnaan A. Pelaksanaan Penilaian 001 Mengientifikasi data permohonan penilaan 0,04 Penilal Pemerintab Kertas kerja verifikasi permobhanan
Penilaian Properti prapert! kategari | Ahll Pertama penilaian propert! kategan |
002 Melakukan survel lapangan dalam rangka 0.15 Penilai Pemer intah Berita acara survel penilalan properti
penilajan properti kategon | P Ahli Pertama kategari |
Definisi:
Pelaksanaan Perdladan 003 Melakukan verifikasi data pembaxting dalam 0,04 Pendlal Pe merin tah Kertas kerja verifikas | data pembanding
properti wdada b proses | mogka penilasan propert kategor | Ahli Pertama penilainn properti Kategori |
kegwmtan untuk memberikan
suatu opini nilai atas suatu Men v : : ¢ ‘ b
ganalisis perhitungan nilal propert! Pendlal Pe merintah Kertas kerja analisis perhitungan il
abjek penilaian  berupa | G031 Lo oo A 0.14 Ahli Pertama praperti kategori|.A
prope i pada saat tertentu,
005 Menganalisis perhitungan nilal propert! o1 Pendlal Pe merintah Kertas kerja analisis perhitungan il
| kategori LB d Ahli Pertama properti kategori LB
oop | Merumuskan penjelasan tekmis dalam 0.03 Penllal Pemerintah Kertas kerja penjelas penllalan propert)
analisis pe iyl tungan nilal properti Kategori | X Ahli Pertama RKategari 1
007 Melakukan kegiatan kendali mutu laporan 0.04 Penilai Pemerintah Kertas kKerja kendali mutu laparan
" | penilaian properti kategori | . Ahll Pertama penilaian propert! kategari |
Metiyim un b Pendlaian P 1 kat | Pendlad Pe toer in tal
oos | | ety un lparan Penildian Properti ketegor 009 Z_ﬂ_ P.:n”.” it tah Laparan pendaian properti kategart 1
Mengxde ntifikasi data permaohonan pe rndlaan Penllal Pemerintah Kertas kerja verifikas | permobonan
0% i 0,1 " "
properti Kategari Il Alll Mixta penilaian properti Kategari [l
010 Melakukan survel lapangan dalam rangka 034 Penilal Pemerintah Herita acara survel penilalan properti
penilaian propeni kategon 11 & Ahli Muxla kanegari 11
ot1 Melakukan venfikani data pembanding dalam o.1 Penilai Pemerintah Kertas kerja verifikasi data pembanding
mrgka penilaian properti kategor 11 : Ahli Muxda peniaian propert] kategari 11
012 Menganalisis perhitungan nilai properti 0.4 Penilai Pemerintah Kertas kerja analisis perhitungan nilai
kategori 11 - Ahli Muxda propert! kategaori 11
013 Merumusken penjelasan teknis dalam o1 Penilai Pemerintah Kertas Kerja penjelas penilaian properti
7 | analisis perhitungan nilai properti kategari Il d Ahli Muda kKategari 11
014 Melakukan keglatan kendall mutu lapomn 0.06 Penilal Pemerintah Kentas kerja kendall mutu lparan

penilaian properti kategor 11

Ahli Murda

penilaian properti kategard 11
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No UNSUR SUBUNSUR BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT PELATS AN BUKTI FISIK
KEGIATAN
] 2 J R 5 6 7
018 Menyusun lparan penilaian properti kategori 0 Penilal Pemerin tab laparan penilaian properti kategard 11
1l Ahli Muda
Mengide ntifikasi data permobonan penilalan Penllal Pemerintah Kertas kerja vertfikas | permabonan
016 ¢ { 0,15 ¢ §
properti Kstegari 11 Ahli Madya penilaian properti Kategori 111
o1 Melakukan survel lapangan dalam rangka 0.6 Penilai Pemerintah Berita acara surve| penilaian propert
pendlatan properti kategor 111 . Ahli Madya kategari 1l
014 Melakukan verifikasi data pembanding dalam 0.5 Penilai Peterin tab Kertas Kerja verifikasi data pem banding
" | mngka penilatan propem kategor 11 ’ Ahli Madva penilaian propert) kategari 1
019 Menganalisis perhitungan nilai properti 044 Penilai Peterin tab Kertas Kerja analisis perhitungan nilsi
kategari 10 1 Ahli Madya praperti kategaor 111
020 Merumus kan perjelasan teknis dalam 018 Pendlai Pe merin taly Kertas kKerja penjelas ponilsan properti
= analisis perhitungan nilal properti kategard 111 - Ahli Madya kategari 11
021 Melakukan kegtatan kendall mutu laparan 0.12 Penilai Pemermtah Kertas kerla kendall mutu laparan
- pendlaian properti kategor 111 ’ Ahli Madva penilaian properti Kategori 11
022 Menyuun laparsn peniisinn praperti kategari 036 Pnca.uﬁgs_ur Laparan penilaing propertd kategari 111
L) Ahli Madva
s | Mengrentifikasl data permabonan pe nilaian ¢ Pendlai Pe merin tah Kertas kegja verifikas | permohanan
2 1,28 3
properts kategari IV Ahli Utama penilalan propert! kategori 1V
024 Melakukan sumvel lapangan dalam rangka 048 | Pemerintah Berita acara survei ponilaian propert
penilaian properti kategon 1V Y Ahli Utama kategari IV
Melakukan verifikas) data pembanding dalam Penilal Pemerintah Kertas kerja verifikas | data pembanding
025 : > 028 : > N
mngka penilaian prope i kategon 1V Ahli Utama penilaian properti kategori [V
. Melakukan analisis perhitungan nilal properti Penilal Pemerintah Kertas kerja analisis pe thitungan nilal
026 ’ 1,32 > L1V
kotegari 1V Ahli Utama properti kategori IV
027 Merumus kan penjelasan teknis dalam 0.36 Penilad Pemerintah Kertas kerja penjelas penilaian properti
<" | analisis perhitungan nilal properti kategori IV ! Ahli Utama kategari 1V
o2 Melakukan Kegiatan kendali mata laparan 016 Penilal Pemerintah Kenas kena kendali mutu laparan
- penilajan properti kategon 1V J Akl Utama pendlaian properti kategari IV
Menvusun lparan pendaian propeni kategori Penilad Pemwr intah . y
09 W 004 Ahli Utama Laparan penilaan propert! kategari IV
030 Mengdentifikas data permohonan pesilaian 024 Penila Pemerntah Kertas kena verifikas: permobanan

H

Pelaksanaan Penilatan

bisnis

Akl Madya

penilaian bisms
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PELAKSANA

NO UNSUR SUBUNSUR BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT KEG IATAN BUKTI FISIK
] 2 3 Bl 5 [ 7
B , -

. 031 un&._uﬂ.nﬂ.”.e”_ M_L._“ «i lapangan dalam rangka oM .r—fv._u_=n..ﬁ._.“x.~5_§ Herita acara surve | pendlalan bisnis
Definisi: 033 Melakukan ‘rn_.:mr...u. data pembanding dalam 0.3 vTE__ “...—“.3.4557 .,.n:_m.: rn_wu verifikasi data pembanding
Pelaksanaan Penflaian Bisnits mrgka penilaian bisnis ._“—._._ _.t“:. - ”: E..“q:\ .:,“- — —
wlalah  proses  kegiatan | 633 | Menganalisis perhtungan nila bisnis 1,17 RS P OIS L .

untuk memberikan  suaty i pe " il Ahli Madya bisnis
opinl nilal atas maatu objek Merumuskan penjelasan teknis dalam Penilai Pemerintah \ R
pendlaian berupa bisnis pada 034 analisis perhitungan nilal bisnis 021 Ahli Madya Kertas kerin penjelas peniladun bis nis
saat tertentu 035 Melakukan kegiatan kendali mutu laparan 0.12 Penila Pemerintah Kentas kena kendali muta laporan
77| penilaian bisnis J Ahli Madya penilamian bisnds
036 | Menyusun laparan penildian bisnis 0,51 Mﬂ._u.mﬂuﬂna“ﬁssr Laparan pe niladan bis nis
C. Pelaksannan Penilaian ~ | Mengxlentiflikasi data permohonan penilaian . Penilai Pemerintah Kertas kerja veriliom! permokonan
Sumber Daya Alam 037 | cumber daye alom tujuan penataysabaan .12 Ahli Muela penilaian sumber daya alam tujuan
v penatausabaan
Melakukan survei lpangan penilaian dalam Loy
Dafisiai 038 | mngka sinnber daya alam tujimn 044 Pendlal Pemerintah Berita acara sunvel _x.:,:._x.w sumber
clmist 2 Ahli Mixda dava alam hguan penatausalsaan
Pelaksanann Pe ndlalan penatansahaan
Sumber Daya Ala Lo dal
o . Bherncas Melakukan verifikasi data pem banding Penilal Pe tal Ke nas Kerja verifikasi data permn bo nding
039 | penilamn sumber daya alam tujuan 0,18 Eﬂﬂ__ n:n_,h:-.. oy penilaian sumber daya alam tyjuan
alas suaty objek penilalan penatansabaan penatausabaan
berupa Sumber Daya Alam
1a saat tertent v’
ey Menganalisis perhitungan nilai sumber daya Penilai Pemerintah Kertas kega analisis perhitungan nilal
030 stk penstwosshian - 0,52 Ahli Mla sumber daya alam hyjuan
yuan pend ) penataisahaan
Merumus Kan penjelasan to knis dalam
041 | analisis perhitungan nilal sumber daya alam 0,18 Penllst Pemerintah xw‘._.: ketja «.l.:_n.ru penilaian samber
tajuen peratasamshaen Ahli Muxia dayva alam tyjuan penatavusabsan
Melakukan Kegiatan kendali muta laparan Kenas kKenja kerdlali muta lporan
042 | penilajan sumber daya alam tgjuan o016 H....“.”».:!S_E_ penflaian sumber daya alam tiyjuan
petsa L s bsa an petsa tand sab san
041 Menyusun lparan penilaian sumber daya 058 Penilai Pemerin tab Laparan peniladan sumber dayva alam

alam tyuan penatausahaan

Ahli Muta

tyjuan penatausabaan
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NO

UNSUR

SUBUNSUR

BUTIR KEGIATAN

ANGEKA KREDIT

PELAKSANA
KEGIATAN

BUKTI FISIK

)

3

R

5

6

r—
¢

Mengidentiflknsi data permahonan pe nilalan
sumber days alam tajusn pemanfastan,

Pendlad Pe ther in tah

Kertas kerja verifikas | permabanan
penilan sumber daya alam Tyjuan

048

030

penggunaan, perkiraan pote nsi atau 0.18 Ahli Madya pemaniantan, penggunaan, perkiraan
perkiraan nilal ekonam | potens | atau perkiraan nilal ekonom|
Melakukan surves lapangan dalam rangka Herita acara surve) penilman sumber
penilaian sumber daya alam nyjuan 0A1 Penilan Pemer intah daya alam tgjuan pemanfaatan,
pemanfaatan, penggunaan, perkiman potensi Ahll Madya penggunaan, perkiraan potens| atau
atau perkirsan nilai ¢ konomd perkirman nilai ekonomi
Melakukan verifikasi data pembanding Kertas Kerja verifikas i data pem banding
penilajan sumber daya alam tyjuan 027 Penilal Pemerm tab penilaan sumber daya alam tujuan
pemanfastan, penggunaan, perkiman potensi 2 Ahli Madwva pemanfaatan, perggunaan, perkiraan
atan perkiraan milai ¢ kano mi potens i atau perkiraan nilai ekonomi
Menganalisis perhitungan nilal sumber daya Kertas kena analisis perhitungan milai
alam tyjuan pemanfaatan, perggunaan, 08 Penila Petwr intah sumber daya alam tujuan pemanfastan,
y )99
perkirnan potensi atau perkiman nila Ahli Madya penggunaan, perkiraan potensi atau
ckanam) perkiman nilal ekanomi
Merumus kan penyjelasan teknis dalam Kenas Kerja peryjelas pendalan sumber
analisis perhitungan nilai sumber daya alam 027 Penilai Pemerintah daya alam tufuan pemanfantan,
tujuan pemanfaatan, penggunann, perkiman e Ahli Madva penggunaan, perkirann potens) atau
potensl atau perkiraan nilal ekonomi perkiraan nilal ekotomi
Melakukan kegiatan kendall mutu lapamn Kernas kena kenclali muty laporan
penilaian sumber dayva alam tgjuan 024 Penilai Peerintab penilaian sumber daya alam tujuan
pemanfantan, penggunaan, perkiman potensi " Ahli Madya pemanfantan, penggunaan, perkiraan
atau perkiraan nilal e konomi potens | atau perkiraan nilal ekonami
Menyusun laparan penilajan sumber daya Laparan penllalan sumber daya alam
alam tujuan pemandaatan, penggunaan, 0.9 Penilai Peerintah tyjuan pemanfoatan, penggunann,

perkiraan potens | atau perkiman nilal
ckanami

Ahll Madya

perkiman potensl ataw perkiman nilal
ekanomi
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PELAKSANA

NO UNSUR SUBUNSUR BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT yosevih BUKTI FISIK
KEGIATAN
] 2 3 4 5 6 7
051 Mengidentifikasi data permahbonan penilaian 024 Penilai Pemerintah Laparan verifikasi permabonan penilaian
" sumber dava alam tajuan pengusshaan Ahll Utama sumber daya alam tujuan pergusabaan
Melakukan surved Japangan dalam rang ks 2 "
052 | penilniin sumber daya alam tujssin 132 ”.,__.._:”_._ Pemerintah Whﬁ.w_»a!“. :._“4_ _ﬂz__:.:.:,, n.:_:vﬁ
pengusahaan L, s aya alam Dyjuan pengusabhaan
Melaksanakan verilikaai data pembanding X 3 Laparan verifikasi data pembanding
0583 | pentlajan sumber daya alam tujuan 036 w,ﬂ__ﬂr“:_k_.j 0h pendlaian sumber daya alam tuyman
g Usa Baan pergusa baan
054 Melakukan anabsis perhitungan nilai sumber Penila Pemermitah Kertas kerja analisis perhitungan mila
. 1.6 . )
daya alam tujuan pe ngusahaan Ahll Utama sumber daya alam tgjuan pengusahaan
Merumus kan penjelasan teknis dalam : 5 .
055 | analisis perhitungan nilai sumber daya alam 036 W.:._“_,__s._:?.:- rintah ._ﬂ.ﬂ__nn_n..:”i..w_.ar.a?..:_ﬁ_g sumber
tyjuan pengusshaan Nama daya alam hjuan pengosabaon
Melakukuan kegiatan ketdali mutu laparan ) Kertas kerjn kendali mutu laparan
056 | penllafan sumber daya alam tujuan 032 uv__u_._m_r”.:_...lns.iw pendlalan sumbe r dava alam tijuan
peng usa haan pergrasabaan
057 Menyusun laporan penilsian sumber daya 1.2 Penilan Pemerintah Laparan ponilaian sumber daya alam
alam tyuan penguasahaan i Ahll Utama fjuan pengusahaan
D Peluksanaan analisis Mengide ntifikasi permohanan analisis Penilai Pemerintah Kerian kerja verificas| permohonan
5 X . .
terpisah di Bidang 058 terpiab di bidang penilaian kategori A Q06 Ahli Pertama rE.M.__nE _M.vu:_: di bidang pendlaian
Penilajan o
Melakukan survel kapangin dalam rangka
. . Pendla) Pemerintah Berita acara survei analisis terpisaly df
R o b e vl
Definisi 059 “?.._Eu terpisah di bidang penilaian kategori 02 Ahli Pertama bidang penilalan kategord A
Pelaksanaan analisis terpisah
N"SJM.J @xﬂvﬁ.:___”sa ....Mﬂh.w 060 Melakukan analisis terpisah di bidang 021 Pendla) Pemerintah Kenas kerfa analisis terpisah di bidang
kamprebensif yang terpisah penilaian kategori A Ahli Pertama penilaion kategon A
dari kegiatan pelaksansan Melakuk ~
un kegintan ketdali mutu laporsn Kertas keria kendali mutu laparn
peniialan 061 | analisis terpisah di bidang penilajan kategori 005 Penila) Pemerintah analisis terpisah di bdang penilaian
Ahli Pertama
A kategari A
o062 Menyusun laparan analisis terpisah di bidang 0.1 Penilad Pe merintah Laparan amalisis terpisah di bidang

penilaian kategari A

Ahll Pertama

penilalan kategori A
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No UNSUR SUBUNSUR BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT PELATS AN BUKTI FISIK
KEGIATAN
i 2 J R 5 6 7
. Kertas kerja verifikas | permobanan
Mengidentifikasi permohanan analisis Penilai Pemerintah y " .
0063 terpisah di bidang penilaian kategori B 0,18 Ahlf Musda nac_;s terpisab di bidang penilaian
ategari B
Melakukan surved Japangan dalam rangks
- Penllal Pemerintah Berita acara surve | analisis terpmah di
¢ 9
064 M_:.,..F_u terpisab di bidang penilajan kategori 0,56 Al Mixta bidang penilaian kategari B
065 Melakukuan analisis terpmah di bidang 118 Penllal Pemerintah Kertas kerja analisis te rpisah di bidang
“ | penilaian kategori B o Ahll Mixta penilaian kategon B
Melakukan kegiatan kendali mutu Japaran Penflal Pemerintah Kertas Kegja kendali mutu Japaran
066 | analisis terpisah di bidang penilajan Kategori 0,08 . analisis terpisah di bidang pentlaian
Ahli Mixta
B kategori B
067 Menyusun laparan analisis terpisah di bidang 032 Penilai Pemerintah Laparan analisis terpisah di bidang
penilatan kategori B o Ahll Maxda pendlaian kategon B
. Kertas kerja verifikas | permobanan
Mengidentifikasi permohanan analisis Penilai Pemerintah y " .
068 terpisah di bidang penilaian kategori C 0,3 Anli Madya nac_;s ter pisah di bidang penilaian
ategari C
Melakukan surved Japangan dalam rangka
Penllal Pemerintah Berita acara surve | analisis terpmah di
¢ 9
069 M:.,..F_u terpisab di bidang penilajan kategori 0584 Alli Madya bidang penilaian kategor C
070 Melakukan analisis terpmah di bidang 168 Penllal Pemerintah Kertas kerja analisis terpisah di bidang
penibdan kategari C ) Ahll Madya penilaian kKategon C
Melakukan kegiatan kendali mutu Japaran Penflal Pemerintah Kertas Kegja kendali mutu Japaran
071 | analisis terpisah di bidang penilajan Kategori 021 . analisis terpisah di bidang pentlaian
- Ahli Madya -
C kategori €
072 Menyusun laparan analisis terpisah di bidang 0.51 Penilai Pemerintah Laparan analisis terpisah di bidang
“ | penitlatan kategori C o Ahli Madya penilaian kategon €
. Kertas kera verifikas | permobanan
Mengidentifikasi permohanan analisia Penilai Pemerintah y " .
073 terpisah di bidang penilaian kategori D 036 Ahll Utama nac_;s terpisab di bidang penilaian
ategari D
o074 Melakukun survel lapangan untuk analisis 1.12 Penllal Pemerintah Berita acara surve) analisis terpmah di
terpisah di bdang penilaian Kategon D e Alli Utama bidang penilaian kategord D
075 Melakukan analisis terpmah di bidang 088 Penllal Pemerintah Kertas kerja analisis terpisah di bidang

peniban kategori D

Ahlj Utama

penilaian Koategon D
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Melakukan kegiatan kendali mutu laparan Pendlal Peterintah Kertas kerja kendall mutu laparan
076 | analisis terpisah di bidang pen laian kate gor) 0.16 - analisis terpisah di bidang pentlaian
Ahli Utama A
D kalegari D
0T Menyusun lparan asalisis terpisah di bidang 044 Penilai Pemerin tab Laparan analisis terpisah di bidang
penilajan kategari D g Ahli Utama penilaian kategon D
o078 Melakukan survel data propertl, ekonomi, 025 Penllal Pemerintah Kertas kerja survel data propertl,
1 dan fatau perasabaan o~ Ahli Pertama ckonami, dan/stau perusabasn
079 Menganaltsis duta propertl, ekanomi, 024 Penilal Pemerintah Laparan analisis data properti, ekonami,
dan /atau penisabasn v Ahli Murds dan/atmi penisshaan
E. Uji Petik di bidang 080 Mengolah data awal ujl petik penlaian 014 Penilal Pemerintah Dokume n pengolahan data awal uji petik
Penilatan kutogoti | dan 11 Ahli Murda penilaian Kategon | dan 11
081 Melakukan surved lapangan dalam rangka i 044 Penilal Pemerintah Laparan pelaksanaan survel 1| petik
Defirisi petik penilaian kategari 1dan 1l ' Ahli Murds penilaian kategon | dan 11
U Petik Persilaian
merupakan pergufian | ngq Menganalisis uji petik penilaian kategon 1 dan 042 Penilai Pemerintah Kertas kerja analisis uji petik penilaian
pelaksan ann Keg latan 1l a Ahli Muxla kategari | dan Il
ponilaian  dalam  rangka o | Melakukan kegiatan kendali mutu Japoran ujl o1 Penilai Pe merin taly Kertas kerja kendali mutu laparan
Wn.a....,dab: u””__.x_EQBu_ di petik penilajan kategord | dan : Ahli Mixia penilaian
idang pendlaian atan —
peningkatan kompetensi | 084 Menyusun laparan uji petik penilaian kategari 026 Penilai Pemerintah Laparan uji petik penilaian kategori | dan
| dan Il Ahli Muda I}
penilai pemermtab
085 Mengulah data awal uji petik peniaian 027 Pendlai Pemerintaly Daokume i pe tgo laban dats awal uji petik
T ke gort 1 dan IV el Ahli Madya pendlaian kategon |l dan |V
046 Melakukan survei lapangan dalam rangks uji 012 Pendlai Pe merin taly Laparan pelakssanaan surved uji petik
. petik pendlalan kategari Il dan 1V ok Ahli Madya penflaian kategon 11l dan IV
o087 Menganalisis uji petik penilaion kategon 111 0% Penila Pemerintah Kernas kena analisis uji petik penilaian
dan IV T Ahli Madva kategari 1 dan 1V
oas Melakukan kegiatan kendali mutu laporan 0.12 Penilal Pemerintah Kertas kerja kendall mutu laparan ujl
uli petik penilaian Kategar 111 dan IV 3 Ahli Madya petik penilainn kategor 111 dan IV
089 Menyusun laparan uji petik penilaian kategari 048 Penilad Pemerintah Laparan uji petik penilaian kate gari 111
1 dan 1V ! Ahli Madya dan IV
Merumus kan pendapat toknis atas laparan
2 | Pengendalian F. Peluksansan Kendali Mutu Penil Rekamendasi atas laparan pen llalan
090 penilaian properti kategor 1, atm laporan 002 al Pesperinfah properti Kategaril atau analisis terpisah

Mutu Penilasan

di bidang Pentlaian

analisis terpisah di bidang penilaian kategori
A

Ahll Pertama

di bidang penilalan kategon A
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Definisi: 4 ;
Merumus kan perclapat teknis atas laparan Rekomendasi atas laparan penilaian
Pelaksanaan  Kendall Mutu i . .
R meropekan | o | Poomn b oy oiim ops | Temspemcinuh | DU kel e penieien
"—nwﬂna sl vn“«rn..: .E.. penatausabaan, atau bparan analisis - penatausalisan, atau laporan analisis
E“..w._“ﬂ- _n.v_h_a._....._ Yﬂ.h“—h terpisah di bidang penilaian kategon B terpisah di bidang penilatan kategari B
melalul penelaahan dan kaj
ulang laparan pe niladen.
Merumus kan pendapat teknis atas laparan Rekamendasi atas laparan penilaan
pendlalan properti kategorl 11, laporan prapert! kategari 111, laporan penilalan
penilaian bisnis, laparan penilaian sumber Penilal Pemerintah bisnis, laporan penilainn sumber daya
092 | daya alam tujuan pemanfaatan, penggunaan, 000 Alli Madya " alam tujuan peman faatan, pe nggunaan,
perkiraan potensi dan perKiraan nilad & perkitaan potensi dan perkinan nilal
ekanomi, atau laporan analisis te rpisab di ekonomi, atau laporan analisis te rpisah
bidang penilalan kategori C di bidang penilaian kategon €
Merumus kan pendapat teknis atas laparan Re komendas| atas laparan penilaian
penilaian proparti Kategon 1V, laparan Pendlal Pemerin tah properti kategori 1V, laparan penilaian
093 | peniladan sumber daya alam tujuan 0,12 sumber daya alam tujuan pengusakaan,
pengusahaan, atms lapamn analisis terpisah Ahli Utama atau laparan analisis terpisah di bidang
di bidang penikian kategari D penilaian kategon D
. ) Laparan hasi! kajl ulang Japoran
Metakulan kafi uling poren peniliian Pendlad Pethwer in tah penilaan properti Kategori 1 atau lupomn
094 | propert kategari | atana lapomn analisis Q.06 Ahli Muda analisis terpisah di bila {\ian
terpisah di bidang penilaian kategon A i T8 pen
kategari A
Melakukan kajl ulang laparan penilajan Laparan hasil kaji wang laporan
properti Kategari I, lparan pe nilaian sumber Penilal Pe merintih penilaian praperti Kategon 11, laparan
095 | daya alam tyjuan penatausahsan, atay Q06 penilatan sumber daya alam tujuan

laparan analisis terpisah di bidang penilaian
kamtegor|i B

Ahli Madyva

penatausahaan, atau laparan analisis
toerpisah di bidang penilalan kategari B
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6

r—
¢

Melakukan kaji ulang laparan penilajan
propert! kategari ll, lapoman penilalan
properti kategori IV, lnparan penilaian bisnis,
laparan pen lakn sumber daya alam taan
pemanfastan, penggundan, perkiman potensi

Penilai Pemermtah

Laparan hasil kaji wlang lapomn
penilaian properti Kategori 11, laparan
pendlaian propert] kategan IV, lapamn
penilaion bisnis, laporan penilaan
sumber daya alam tujuan pemanfaatan,
penggunaan, perkiraan potens| dan

2 2
w6 mﬁ_ﬂ.ﬂﬂdnﬂh”ﬁﬂw”ﬂﬂ.ﬂﬂﬂ 028 Ahli Utama perkiraan niai ekanomi, laparan
peng usa oo, :.?.a..: analisis terpinub di Penllaian sumber daya alam s i g
bidang penilatan pengusabaan, laporananalisis terpisaly
: i di bidang penilajan kategori C atau
m:k_a_u_..e_ﬂ.r di bidang penilaian kategori Japaran analisis terpisah di bidang
penilaian kategor D
Menyusun rencana pelaksanaan survei bargs
G. Nan.,..:::.rua Daftar ogr | Material penyusun, upak, sewa alatdan 0.06 Penilal Pemerintah Dokumen rencana pelaksanaan survel
dnya lainnyva dalam m Pe BYUSInAD i Muda daftar kamparwen penilian bangunan
Kompanen Penilatan biaya | Lul ngka ’ Ahli Mud \aftar k {kdan L
Hangunan daftar kampane n penilaian bangunan
Melakukan survei hamga material penyusun,

— ooy | WPab, sewa alat dan blaya lainnya dalam ol Penilal Pemerintah Kertas kerja hasll surve ) daftar
Definisi mngka penyusunan daflar kam panen ' Ahli Pertuma kampanen peniladnn bongunan
Penyusunan Daftar penilalan bangunan
Kampanen Pendlalan
Bangunan merupakan Memeriksa dato hasil survel dalam rangka Penilal Pe 1al Kertas kerja pemeriksaan data hasil
kegintan  penyusunan  alat | 094 | penyusunan daftar komponen penilalan 008 Uil S e marinteh surved daftar kampane n pe nflaian
bantu penilalan untuk objek bansun an Ahli Mixia bangunan
b rupa bam gunan

Mengolah data basdl s urved dalam mngka Penil Kertas kera pengolahan data hasil
100 | penyusunan daftar komponen penilnian 0,18 Z.,__ n”ﬁsg surved dafiar kom pane i pe nilalan
bangunan bangunan
Melakukan verifikasi data basil survel dalam :
; Penilai Pemerintab Kertas kerja verifikasi daftar komponen
101 Binm.sﬂahw“ﬁ”“ daftar kampanen 0.2 Alli Muda peniisian banganan
Melakukars sinkronisas| data basi] surved ;
o . Penilal Pemerintab Kertas kerja sinkron isasi dallar
102 «..ﬂgﬂhﬁ_ucw_ﬂﬂﬂ_wzsé daftur kom pane n 0,18 Ahll Muda kam panes pen flatan bangunan
Memfinalisus | has il sinkmonisasi data hasi]
Penilal Pemerintab Berita acara sinkronisasi daltar
- “ﬁﬂhﬂww“ﬂﬁ”w. ﬁ“n—..“”.: o 06 Ahll Madya kampanen penilaian bangunan
Melakukan pembaruan data final hasi] survel Penil
104 | dalam daftar kamponen penilaian bangunan 005 ndlel Pemerintah Dakume data isian final daftar

selelah sinkronisasi

Ahll Pertama

kam panen pen laian ban gunan

www.peraturan.go.id



-92-

2021, No. 1394

PELAKSANA

NO UNSUR SUBUNSUR BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT yosevih BUKTI FISIK
KEGIATAN
] 2 3 -4 5 6 7
105 Mem[inalisas i dafltar kompanen penilaian 0.18 Penilai Pemerintah Rekamendasi penetapan daftar
| bangunan * Ahli Madya kampanen penilaian bangunan

106 Men gklasifikasikan dokime n pe mvusunan 0.04 Penllal Pemerintah Dokumen klasifikasi daftar kom panen
daftar kam pane i pe ndlalan ban gunan Ahli Pertama penilaian bangunan
Menyusun re poana dan Kompilasi data awal §

H. Penyusunan Daftar 107 | dalam rangka penyusunan daftar kompanen 0.06 Penllal Pemerintah Dakumen rencana _.x.rwr.u:::: surved
Kompanen Penilaian penilaian lainnya - Ahll Mixta daftar komponen penilaian lainnye
Lainnye ;

v Melakukan survei data dan infarmasi pasar .
108 | dalam ra penyusunan daftar kompanes o1 Penllal Pemerintah Kertas kerja basil survel daftar
" & Ahli Pertama kam panen penilatan binnva

Definisi: penilalan lainnya

Penyusunan Daftar Memerikas dota basil surved data dan Penflal Pemerintah Kertas Kerja peme fiksasan data hasil

Kompanen Petilalan Lainnyas | 109 | informasi pasar dalam mngka pemyusuman 0,08 surved daftar kompaone n penilaian

Alli Mixta -

merupakan ke giatan daftar kam panen penilalan lainnva lainnyva

penyususan  alat  banto Mengolah data basil survei data dan "

penilaian untuk objek selam | 110 | informasi pasar dalam mngka penyusunan 0,16 M”_:_ha— F:-.. intah —\:lu.:.: v_a_..._.:w:.!: daftar kam panen

bangunan daftar kam pane n pe nilaian lain sva G penilaian lainnya

Melakukan pengujinn stas daftar komponen - Penilai Pemer intah Laparan pengujian daftar kam ponen
11 0,57 > . :
penilajan lainnya Ahli Madya peniladan lainnya
112 Me: »kan daftar kamponen penilaian 0.06 Pendlad Pe merin tah Dakume n daftar kampanen penllaian
linnyva | Ahli Mixla Jainny
113 v.e,-_::.,b__tv_ daftar mpanen penilalan 042 Pendlad Pe merintah Re kamendasi penetapan daflar
lainnva Ahli Madva kam panen penilaian lainna
Men gklasifikasikan dokime n pe nsusunan Pendlal Pemerintah Dakumen kias fikas daftar kamponen
114 ~ 003 ik
dafrar kam pae n penilaian lainnva Ahli Pertama penilaian luinnya

1. Pelak an bimb: Melaksanakan bimbingan teknis penilaan Penila Pemermtah Laparan bimbingan tekmis lingkup

_anuﬂ.v.MngE:: i on 1s lingkup kantar operas anal/ kabupaten/ kota 03 Ahll Muda kantor ope sk nal/ kabu paten fkota
116 Melaksanakan bimbingan teknis penilaian 0.54 Penila Pemermtah Laparan bimbingan tekmis lingkup

Definisi lingkup kantar wilayah/provins o Ahll Madya kamtar wilayah/ provins |

Pelaksanann bimbingan

teknis Penilatan merupakan [

ke giatn peniberian 17 Melaksanakan bimbingan teknis penilaan 076 Penila Pemermtah Laparan bimbingan tekmis lingkup

bimbingan/bantuan teknis

lingkup kemente nan/lembaga /nasional

Ahll Utama

keme ntertan/ lembaga /nasional
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maupun saxialisas) Melakuk d X ; d X
s tanelardisasi di bidang akukan pendampingan teknis - ~ aparan pendampmgan te knis
penilaian 118 | standardisasi di bidang penilajan lingkup 038 ”..._‘..mﬂ.u.taﬁ s standardisasi lingkup kantor
kantar o perasianal/ kabupaten/ kata operasional /kabupaten/kata
Melakukan pondam pingan teknis 4 Laparan pe ndam pingan tekn is
119 | standardisasi di bidang penilajan lingkup 057 N...__J.__n ”.:.x.::...: standardisasi lingkup kantor
kantar wilavah/provinsi ) s i wilayah/ provins
Melakukan pendam pingan teknis X g Laparan pendam pingan teknis
120 | standardisasi di bidang penilatan lingkup 0.56 ?E_a_. Paerintsh standardisas| lingkup kemente nan/
, Ahli Utama )
kementerian / om bags /nasional Jem baga/ nusianal
3 Pemantauan e alidal 4
clan Evaluas J. Pelaksanuan Valklasd Melakukan validasi atas ku a aparan valxdas Kegiatan penilaian atau
A * s laporan penilajan : R ¥
Penilaian Kegiatan Penilaian 121 | atau analisis terpisah di bidang penilaian 0AS Hu._»_._w:t.ﬁ._._.w rintah m._“.-.."“w_ﬂ ﬁ._h_.“.ps i bidang penilaian
) ) A
lingkup kantar operassnal/ kota/ kabupaten operas onal /kata/ kabupaten
Definisi TR ¥a =
Pelaksanaan validasi kegiatan IKEN veidas) atas laparen y e ’
Penllaian memipakan 122 peniladan/analisis te rpisaly di bidang 076 Pendlai Pe merin taly “_”_Mm..nwh“,ﬂ“! kegiatan penilaian
kegintan manilaring, penila “.::m. kup kantor A . Ahli Utama wilayah/ provinsi /ke men terian/ lembaga
pemantauan atau wilavah /provins /keme nterian / e mbaga
pemer ksaan terbadap
lapararn penilaian atau lapiran 123 Memberikan ketermngan ahli atay saksi ahll 0.6 Pendlal Pe merin tah Laparan pemberian ketemngan abll atau
analisis terpisah = di bidang penilaian J Ahli Utama saksi ahli
124 Menyus un tanggapan ke pada aparat 0.16 Pendlad Pe merin tah Dokumen tanggapan kepada aparat
B penveri sy ! Ahli Mixla peme iksa
125 Melakukan survel lapangan dalam rangka 022 Penila Pemermitah Laparan pelaksanaan survel dalam
“7 | pendampingan aparat pemerfksa Ahll Muda mngka pendampingan apamt pemerfksa
K. Pelaksanaan Evaluasi Men gkom pilasi baban evaluasi pelaksanaan Penila Pemermtah Dakumen bahan evaluasi pelaksanaan
.fa_rum.._“.. s 120 standardisasi di bidang penllaian .72 Ahll Muda standardisasi di bidang Penllalan
Daokume n rumusan evaluasi
- | Merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan Penila Pemermtah :
Definisi 127 standardisasi di bidang penfiaian 192 Ahili Madya ,X”_.._r....:xs.. standardisasi di bicdang
Pelaksunann evalusi it
._..M._.__d____“_...u_n .._A_.ﬂﬂ__.q””“.:.“. Kkaijian 128 Memfinalisas) hasil evaluasi pelaksanaan 132 Penila Pemermtah Laparan evaluasi pelaksanaan
.i...: 7#*-..5 akademik m_.._n_..:: “7 | standardisasi di bidang penflaian o Ahll Utama standardisasi di bidang penilajan
rangka pe vasuna
s tandardisasi di bidang 129 Men gkom pilasi bahan kajian s tandardisasi di 122 Penilai Pemerm tah Dokumen bahan kajnn standardisasi di

Pendlalan

bidang penilaan

Ahll Muxda

biang Pendlatan
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130 Merumus kan kajian standardisasd di bidang ) 76 Pendlad Pethwer in tah Dokume n rumusan kajlan standardisssd
; penllajan . Ahli Madya di bidang penilajan
131 Mem insalisas | kKajlan s tandardisasi di bidang ' 8% Penilai Pemerin tab Laparan hajion standardisssi di bidang
penilajan > Ahli Utama penilalan
132 Mengkompilasi bahan perumusan naskah 204 Penilal Pemerintah Dokumen bahan penyusunan naskah
7T | akademik standardisasi di bidang pendlaian < Ahli Madya akademik di bidang pe nilaian
133 Merumuskan naskah akademik standardisasi 1.6 Penilai Pemerintah Dokumen rumusan naskah akademik di
| di bidang penilaian -3 Ahli Utama bidang penilaian
2N ferrioom o 12 Roies Pemerintah | Naskah akademik di bidang penflaian
I.. Penyusunan Standardisasi 135 25:@.33_..:5_ bahan penyusunan 0.04 Penilan Pemermtah Dokumen bahan peryusunan
di Bilang Penilatan standardisasi di bidang penilaian Ahll Pertama standardisasi di bidang penilaian
Merumus kan pertim bangan teknis atas
g . Pendla Pemermtah Dakvmen pertimbangan teknis
_ W«n-i_-_. dead p 136 “HNWN.:ES standardisasl di bidang 008 Ahli Muxta standardisasi di bidang Penilaian
myusunan Standardisas di
% ”Mak:_u_._—f..,=~“”_.”“_“_“”h”.§= 137 | Merumuskan materi substansi standardisasi 1.98 Penila Pemerintah Dakvmen rumusan substans | mater|
| ‘:W“_:Sﬂ._:._:. i pedoipan di bidang penilajan § Ahli Madva standardisasi di bidang penilaian
pelaksanaan/teknis di bidang
Penllalan (34 Memfinalisas | mater! substans) standardisas | 252 Pendla Pemermtah Re komendas substans maten
" | di bidang peniladan P Ahli Utama standardisasi di bidang penilaian
Mengkam pilasi data kerja sama di bidang Penilai Pemerintah
M. Penyusunan desain dan 139 penileian 066 Ahli Musda Dokurmen baban progrm Ketja sama
perjanjian program kerja
e 140 Merumus kan desain kerjs sama di bidarg 132 Pendlai Pe merin tah Dakumen rumusan proposal desain
penilatan e Ahli Madya program kerja sama di bidang penilain
141 Menyusun re komendas desain kerjas amasdi 1,04 Pendlai Peomerintaly Proposal desain program kerja sama di
“H..q.”_‘,._..u.. ot bidang penilaian ’ Ahli Utama bidang penilaian
anjian program ker
”..M:. .___.:.E_HEM.: raz._..._..“:. 142 Mengkompilasi data perjanjian Kerja sama di 099 Pendlai Pemerintal Dokumen baban naskah perjanjian
penyusunan propasal serta bidang penilalan ! Ahli Madya kerja sama di bidang penflalan
naskah perjanjian kerja sama
dalam rungka pengembangan 144 Merumus kan naskah perjanjion ke fa sama 22 Pendlai Pe merintah Dokume n rumusan perjanjian program

2021, No. 1394

kampetensi, pertukaran data

di bidang penilatan

Ahli Utama

kerja sama di bidang pe niladan
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dan informasi serta hal-hal
laits terkalt dengan Penilaian 144 Mett (i lisas |t kab perjanjian kerja sama 112 Pendled Pettaer in tah Naskah perjanjian program ketjs sumas

dl bidang penilalan

Ahll Utama

di bidang pentlalan
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D. DEFINISI OPERASIONAL, KLASIFIKASI KATEGORI DAN LINGKUP BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI

PEMERINTAH

1. DEFINISI OPERASIONAL BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH

NO

KEGIATAN

DEFINIS] OPERASIONAL

2

3

Mengidentifikasi data permobanan
penilalan

Kegatan :.n..l&a::,mﬁ! data permobonan penilian meliputi
I melakukan verifikasl atas kelengkapan data dan mfarmas) permohonan/ penugasan penilaian ;
if, melakukan verfikas kelayakan data dan mformasi permabanan /penugasan pendlaian;
UL menentukan tujuan keglatan penllaian berdasarkan permabonan fkegatan pendlalan
v, wengumpulkan data ewal;
v, apabila kekurangan data pendukung, menyusun naskah dinas permintaan kelenghapan data serta memerikss kembali kelengkapan data berkas
permobanan yang disusulkan atou menyusun noeskah disss pengem balian berkas pe rmabanan penilalan properti;
vi. apabila kekurangan enaga penilal, menyusun naskah dinas permohonan bantusan tensag;
vil. apabila kam petens | belum memadal, menyusun nas kah dinas permahbonan bantuan teknds;
vill, Menyusun rencana kerja;
1%, Membat naskah dinas permahanan pembe ntukan tim penilal;
% Membuat naskab dinss permahatin surst tuges;
Xi. Membuat surat pemberitaluian survel lapangan; dan
Xil. Menginpul permobosan penilaan properti dalum Sistem Infonmasi Penilaian

Melakukan survel lapangan dalam
ratgka peniluian

Kegiatan sumve| lapangan dapat dilaksanakan dengan peninjauan Jangsung atau tanpa penimgauan langsung sesual dengan ketentuan di bidang
Penilaian
Keglatan survel lapangan dalam rangka Kegiatan Penlaan me iputi
i melakukan survel lpargan baik dengan peninjavan langs ung At tanpa peninjauan langsung dengan mencocokkan ke besaran dats awal dengan
kondisi objek Kegiatan Penilainn;
Il melakukan survel lpangan dengan mengumpulkan data dan/atau infarmasl bin vang berkaitan dengan objek Kegiatun Peniladan dan /atan objek
pembanding
Il Menuangkan hasi] survel lapangan dalam berita acara sunved lapangan;
iv. Apabils memerhukan tambahan data, menyusun berita acara tambahan kebutuban data serta naskah dinas penyvampaian penyvampaian berita acam
tambahan kebutuhan data;
v, Apabils tambaban kebutuban dota tidak dipe mabi, metyusun naskah dinas penge mbalian perm bonan pentlaian,

Melakukan verifikasi data
pem banding dalam rangka penilaian

Kegiatan verifikasi data pembanding dalam rangka pen llaian meli puti;
I melakukan verifikasi atas kelavakan data dan informasi objek pembareding yang valid untuk analisis perhitungan nilal dengan pende katan pasar,
dan
i, menvangkan bas i verifikasi ke dalam kertas ke s verifikas i data pem banding

Menganalisis perhitungan nilal

Kegiatan menganalisis perbitungan nila meliputl:

i melakukan analisis data dengan mem pertim bang kan faktor- iktor vang mem pengarubi nilai dari objek Kegiatan Penilaian,
i1 menentukan pendekatan Kegiatan Peniladan;
111, menvim pulkan nila) dalam kenas kena ..:a!»?iuﬁ.: milal

Menimuiakan penjelasan teknis
dalam analisis perhitungan nilal

Kegiotan merumuskan penjelasan leknis dalam analisis perhitungan nilai me liputi:
I menjabarkan pertimbangan teknis vang menjadi asumsi besamn penvesualan,
il menjabarkan pertimbangan teknis vang menjad| asumsi besaran pembobatan; dan
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01 menuargkan pertimbangan teknis ke dalam kertas kerja penjelas.

Melakukan keglatan ke ndali mutn
laporay pendlaian

Kegatan melakukan kegiatan kendall mutu laporan penilatan properti dapat berupa pemaparan kansep laparan penllaian di hadapan penelaah ataupun
pemaparan hasil penilaian di badapan pemabon pe niladan fplmpi san meliputi:
I, menylapkan undangan dan daftar badir pemaparan lapaman pendlaian;
I menviapkan materd pemaparan lapoman pendlaian;
Il melaksanakan pemaparan laporan penilalan; dan
iv. menindaklanjuti basil pemaparan Japaran penilaian

Menyusun lapomn Penilalan

Keglatan memusun laparan penilaian meli putt:
i, menyusun bporan penilainn sesunl dengan Ketentuan peraturan penyusunan loporan peniaian
I menyusun nots dises/sural penyampaian ke pada pe moobon/ pember] tugas;

il menyusun nota dinas/surat penvam pajan Laporan sebagal Baban Kaji Ulang,

iv. menyusun digitalisasi laporan penilaian; dan

v. memasukkan data lapomn penilajan ke dalam sistem infrmasi penilaan.

Mengidentifikasi permobonan
analisis terpisah di Mdang penilaian

Kegintan mengidenti 1 analisis ler piss idansg penillaian meli puti:
I melakukan verifikas | atax kelengkapan data dan mfonnaxi permahanan/ penugasan analisis terpisah di blang penilatan;
i melakukan verifikasi kelayakan data dan informasi permohanan/ penmagasan analisis terpisah di bidang pendlaian;
il merentukan tufuan kegiatan analisis terpisah di bidang penilaian berdasarkan permobonan /pe mgasan analisis terpisah di bidang pe ndlaan;
v, mengumpulkan data awal;
v, apablls kekurangan dats pendukung, menyvusun saskah dises permintaan kelengkapan data serta memenkss kembali kelengkapan data berkas
permobanan yang disusulkan atau menyusun naskah dines petgembalinn berkas permohonan analisis terpisah di bodang ponilaian;
vi, apabila kekumngan lenags penilai, menyusun naskah dinas permaobonan bantuan tenaga;
vil. apabila kompetensi belam memadal, menyvusun naskah dinas permobhonan bantuan teknis;
il Menyusun rencana kerja;
I%. Membuat naskah dines permobanan pembentukan tim penilay;
X Membuat naskab dinsas permobatian sural tugas;
xi. Membuat surat pemiberitabsan survel lapangan, dan
Xii. Mernginpun petmabanan analisis te rpisah di bidutg penilainn dalam Sistem Infrmesi Analisis te rpivab di bidang penilaian,

Melnkukan surved lapangan dalam
rangka analisis terpisah di bidang
penilajan

Keglatan surved lapangan dapat dilaksanakan dengan peninlauan langsung atau tanpa peninjavan langsung sesual dengan ketentuan di bidang

Penilaian

xnux:u: survel lapangan dalam mngka Kegiatan Analisis terpisah di bidang penflalan meliputt:
melakukan survel lapangan baik dengin peninjsuan langsung atau tanps peninjouan langsung dengan menoocakkan kebenaran data swal dengan
kandisi abjek Kegintan Analisis terpisah di bidang penilaian;

ii. melakukan survel lapangan dengan mergumpulkan data dan/ateu infarmasi lin yang berkaitan dengan objek Kegiatan Analisis terpisah di bidang
penilaian dan/atau objek pembanding;

. Memmangkan hasil surve! lapangan dalam berita acam survel lapangan,

v, Apabila memeriukan tambahan data, menyusun berita acam tambaban kebutuban data serta naskah dinas penyampalan penyampain benta acam
tambahan ke butuhan data;

v. Apubila tambalsan e butuban dats tdak dipenubi, menvus un naskah disas pe ngembalian permohanan anslisis terpisah di bidavg penilaian

Melakukan analisis terpisah di
bidang penilaian

Kegiatan melakukan analisis analisis terpisah di bidang Penllaian meliputi:
i melakukan analisis data dengan mempertimbasgkan fakor-faktor yang mempengarbi nila dan objek Kegistan Analisis terpisah di bidang penilaion;
il fikan pendekatan Kegiatan Analisis terpisah di bidang penilaian;
il menyvusun kertas ket ju sesuni dengan jonis analisis terpisah di bidang Penilaian,
v. menyimpulkan hasil analisis terpisab di bidang Penilajan
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Melakukan kegiatan ke ndali it
laporan analisis terpisah di bidang
penilatan

Kegiatan melakukan kegiatan kendali mutu laparan analisis terpisah di bidang pendlatan dapat berupa pemaparman konsep laparan analisls verpisah di
bidang penilaian di hadapan penclaab ataupun pemaparan hasil analisis terpisab di bidang penilaian di hadapan pemobon analisis terpisah di bidang
pen latan/ pimpinan meliputi;

i menviapkan undangan dan daflar badit pemapamn laporan analisis terpisah di bidany pendlaian;

H menyiapkan mater] pemaparan lapomn analisis te rpisah df bidang penilaian;
il melaksanakan pemaparan laporan analisis terpisah di bidang penilaian, dan
. membuat notula pemaparan laporan analisis lerpisah di c_n-du penilaian .

Menyusun laporan analisis terpisah
di bidang penilaian

Kegintan menyusun laparan analisis terpisah di bidang penilan meliputl;
L menyusun laparan analisis terpisah di bidang penilatan sesuni dengan ketentumn pematuran penyusunan lapomn analisis terpisabh di bidang
penilan;
Il menyusun nota dinas/sumt penyampaian kepada pemoban/ pemberi tugas |
1, menyusun digitalisasl laparan analisis terpisah di bidang pe nilalan; dan
v, memasukkan data laporan ansalisis terpisahb di bidang pe nilaian ke dalam s istem informasi pe nilaian

Melakukan surved data properti,
ekonam|, dan/stau penasabaan

Kegiatan melakukan survel data dengan me ngumpulkan data properti, ekanomi, dan /atan perusahaan serta informasi lain yang berkajtan,

Melakukan analists data propert],
ckonaml, dan/atm perusabsan

Rincian kegiatan analisis data propertl, ekonami, dan/atan perusahaan meliputi:
1. Mengalah data hasd] survel

2. Merganalisis data hasil pengolahan

3 Menvusun lsparan analisis

Mengolah data awal uji petik di
bidang penilaian

Linghup kegiatan Uji Retik
terpisah di bidang penilajan.
Kegintan mengolah data awal ull petik penilalan meliputi
i menentukean tyjuan Kegiatan wji petik peniladan;
i mengumpulkan data awal;
iil. apabila kekurangan data pendukung, menyusun naskah dinas permintaan kebutuban data kepada pibak terkait;
v apabila kampetensi belum memadai, menyusun naskah dinss permobanan bantuan teknis/ permintaan bantuan ltenags ahli;
v. Menyusun rencana kerja;
vi. Membuat naskah diras permohanan pembentukan tim pendlal;
vil. Membuat naskah dinas permohonan surat tugas; dan/atau
viil. Membuat surst pembe titabuan surve bpangan Kepada pilak terkadt

adans meliputi uji petik atas kegiatan penilainn prope i, penilaian bissis, penilaian sumber daye alan dan analisis

Melkukan surved lapangan dalam
rangka uji petik di bidang penilatan

Keglatan surved lapangan dapat dilaksanakan dengan peninfauan langsung atay tanpa peninjauan langsung sesual dengan ketentuan di bidang

Penilaian

xqmn:h: surve| lapangan dalam mngka Kegiatan Uji Petik di bidang penilaian meliputi:
melakukan surve| lapangan balk dengan peninjauan langming atau tanpa peninfauan langsung dengan mencocokkan kebenamn data awal dengan
hondist objek wi petik pe nilaian;

il melakukan survel lapangan dengan mengumpulkan data dan/atau infirmasi lain vang berkaitan dengan objek uji petik penilaian dan /atau objek
pem band i ng

fil. Menuangkan hasil sumvei lapangan dalam berita acara survel lnpangan;

v, Apabila memerhikan tambahan data, menyusun berita acam tambahan kebutuban data serta naskah dinas penyampaian penyampaian berita acara
tambahan kebutuhan data;

v. Apabila tambahan kebutuban data tidak dipenuhi, menvusun naskah dinas pergembalian permabonan ujl petik penilalan,
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17 | Menganalisis 1)) petik di bidang Kegiatan melakukan analisis ujl petik pentlaan meliputl:
penliaian i melakukan analisis data dengan me mpertim ban gkan faklor-faktor yang me mpengarubi nilal dari objek wji petik penilaian
. menentukan pendekatan uji petik penilalan;
il menyusun kertas kerja sesuai dengan jenis uji petik penilatan;
w. menyvimpulkan hasi) uil petik penllalan
158 | Melakukan kegistan ke ndali matu Kegiatan melaKukan Kegiatan ketelali mitu uji petik pe nilaian dapad Defuph pemaparan kansep laparan uji petik pe ndaian di lad apan reviewer ataupun
laparan ull petik di Hdang penilalan pemaparan basil Wil petik penilalan di hadapan pimpinan meliputi;
1. menyiapkan undangan dan daftar hadir pemaparan lapamn ujl petik penilaian;
il menviapkan materi pemaparan laporan il potik penilalan;
il melaksanakan pemaparan laporan uji petik penilaian; dan
iv.  membuat notula pemaparan laporan uji petik penilaian.
19 | Menyusun lupomn wii petik di bidang | Kegistan menpusut laporan uji petik penilaian mel puti:
penilaian L menyusun laparan uji petik penilaian sesua dengan ketentuan peratumn penyusunan kporan analisis terpisah di bidang pe nilaian;
fi. menyusun nota dinas/surat penyampaian kepada pember) tugas;
#i menyusun digitalisasi lapomn uji petik penilaian; dan
. memasukian data lapoman uji petik penilatan ke dalam sistem infarmas! penilan,
20 | Memmuskan pendapal teknis atas rn‘.nrn_ Fungsional Penilai Pemerintah yang ditugaskan sebagal penelsah melakukan kegiatan benkut:
laparan penilalan atau analisis mempelajarl kansep laparan Kegiatan Penllaian;
terpisah di bidang penilaian : mengikuti kegiatan pemaparn Konse p laporan Pejabat Fungsional, dan
il memberkan rekomendan berupa saran, pertimbangat, dan/atau pendapat dalum kegintan pemapamn katse p lapomn Keglitan Penilsian securs
tertulis
21 Melakukan kajl ulang laparan Dalam rangka pe mbinaan, Pejabat Fungsianal Penflal Pemerintah vang ditugaskan sebogal pengka)l ulang melakukan kegiatan benkut:
penaian atou analisis terpisah di L mempelajari konsep laporan Kegiatan Penilalan,
bidang penilaian il mengikuti kegiatan pemapamn kanse p lapomn Pejabat Fungsional; dan
i, memberikun rekomendasi berupa saran, pertimbangan, dan/atau pendapat dalam kegiatan pemaparan Konsep lapomn Kegiatan Penllalan secara
tertulis
Kaji ulang lapoman penilajan atau analizis terpisal di bidang penllalan dilakukan okl Pejabat Fungsknal Fenllal Pemernintah yang memilikl jenjang
setingkat ebih tinggl darl Pejabat Fungsional Penilad Pemerintah vang membuat lapomn peniladon atau snalisis terpisah di bidang peniladan
Dalam hal telak terdapat Pejabat Fungsianal Penilal Pemerintah dengan jenjang setingkat lebih tinggl maka kaji ulang dapat dilakukan aleh Pejabat
Fungsonal Penilal Pemerintah dengan _aa.Su sama, dengan syart yang bersangkutan bukan Pejabet Fungsional Penilsl Pemerintal yang membuat
ilajan
22 | Menyusun rencana pelaksansan Kegiatan menyusun rencans pelaksanaan survel nukan guna menyusun rencans survel data dan informasi dalam rangks penvusunan daftar
survel harga material pe nyusun, kompanen penillajan lainnya. Keglatan dilaksanakan meladul rapat/dndkusi dan hasi] kesepakatan dituanghkan dalam dokumen rencana pelaksanaan
upah, sewa alat dan biaya lainnya survel Rencana survey dilaparkan kepada pimpinan unit kerjs sebagai dasar pertimbangan penugasan pelaksanaan survel hargn material penyusun,
dalam rangka penyusunan daftar upah, sewa alat dan biaya lainnya
kampanen penilatan bangunan Rinclan keglatan menyusun rencana pelaksanaan survel meliputi:
L. menyusun mencand per wilayah {kota /kabupaten)
2. Mengkoardinasikan pelaksanaan pengumpulan data per wilavah
23 | Melakukan survel harga material Kesiatan surved dilaksanakan untuk mem perleh data harga material penyusun, upah, sewa alat, dan blaya ainnya. Data has il surve) dituangkan dalam

penyusun, upah, sewa alat, dan
biaya linnye dalam rangka
penyvusunan daftar kmponen
peniaian bangunan

farmulir sesuai dengan ketentuan,

Survei dapat dilaksanakan melalui

1. Melakukan Survel Wawancara Tatap Muka
1. Melakukan Survel dan Korespandensi

3. Melakukan pengumpulan data sekunder
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24 | Memenksa dma hasil survel dalam Rinclan kegiatan memeriksa data basil surved dalam mngka penyusunan daftar kam panen pe ndalan bangunan meliputi;
rangka penyusunan daftar 1. Meme rikss validitas responden dalam pelaksanaan s urvei
kompanen penilalan bangunan 2. Memerksa kesesualan pengls lan formulir survel termasuk ddalamnya konvers| satuan barang vang tidak sesuai

3. Memme tiksa kesesuaion jumlah data sampel

25 | Mengolah data hasi] survel dalam sil survel dalam mngka penyvusunan dadtar Kom pane n pe ilaian bangumas mel puti;
ramgka penyos unan daltar 1. Melakukan pengambilan Kesimpulan bargn berdasarkan basil survel data yang telals diperikss
kampanen penilaiin bangunan 2. Melakukan analisa data ekstrem /outher

3. Melakukan pengecekan kembali kebenturan dan ketlepatan data survel, Komversi satuan, atau dapat membandingkan dengan Bargs souan lainnya
seperti jurnal baban bangunan, daftar harga bahan yang dikeluarkan badan/ instansi pemerintah atau data dukung linnya dan sumber yang dapat
diterima keabsahannya

4, Melakukan verifiken | stas data hox] survel vang telab dialaly per wilayah

5. Menyam palkan data basil survel per wilayah

6. Menyusun ko ny am paian data hasil survel vang telah diolsh

26 | Melakukan verifikasi data hasi] Rincian keglatan verifikasi data hasi] survel dalam mngka penyusunan daftar komponen penilaian bangunan meliputi;
survel dalam rangks penyus unan 1. Memastikan basil pengolaban data survei barga telah sesuai dengan spesifikasi dan konversi satuan per jenis material yang ditentukan,
daftar komponen penflaian bangunan | 2. Memastikan kemball data hargan material baban bangunan, upah pekerla dan sewa alat vang ditsi ke dalam formulir survel isiun DKPB adalah data

vang dapat a_uaan_!h:..aatuvrg

27 Melakukan sinkronisasi data hasil Rincian kegiatan melakukan verifikasi data hasil surved dalum rangka pe nyusunan daftar kom panen Y..:.F.n: bangunan meliputt:
sunvel dalam rangka penyusunan 1. Melakukan i ke nadkan /pe murunan hamga material antar talun de ngan membandingkan hasil pe nalahan data dengan data tahun sebelumnya
dafar komponen penilaian bangunan | 2, Melakukan wji bargn antar _57:.!:.:;5_3 ans!: Kabupaten/Kota Acuan berada

3.

28 | Memfmalisasi hasil sinkronisasi data | Kegintan melakukan sinkronisasi EE. hasil uﬁzdaur_: rangka penyusunan daftar komponen penilaian bangunan me liputy
hasi] surved dalam mngka 1, Mereviu hasil verifikasl dan sinkonisasi data hasil survel
penyusunan daltar ko mponen 2. Melakukan pembabasan basil verifikosi dan sinkronisasi data bosil survei dan tanggapan
penflaian bangunan 3. Menvusun berita acara hasil verifikasi dan s inkromnisas |

29 | Melakukan pembaruan data final Rincian kegiatan melakukan pembaruan data final hasil survei dalam daftar komponen penilaian bangunan setelah sinkronisasi meliputi:
hasil survel dalam daftar kom panen 1. Melakukan mput data final sesuad dengan hasil verifikasi dan sinkronisasi
pen ajan bangunan setelah 2. Mencetak kanse p DKPB per wilayah
sinkrandsus | 3. Mengajukan persetujuan konsep final DKPB per wilayah

4. Melakukan va?n:.:v:—ﬂa dan penyim panan v:.:_ dan rﬁa-!‘&. ter hadap selurub dokumen dan borkas-berkas peryusunan DKPB
5. Menvusun ko

30 | Memfmalisasi daflar kam panen Rincian kegiatan memfinalisasi daftar kompanen penilaan F._.&E:.: melipatic

penilalan bangunan 1. Memeriksa kemball kesesualan kansep Daftar Komponen Penllaian Bangunan per wilayah dengan hasll pembahasan
2 Menvusiun sural rekomendasi nlar untuk ketets Daflar Komponen Penilaian Ba 1541

31 | Mengklas flikasikan dokumen Rincian kegiatan men sikan dokumen penvus usan daftar Kompoten penilajan bangunan mekiputi:
penyusunan daftar knmponen 1. Melakukan permintaan, pengumpulan, penyimpanan dan pendataan bukti dan keterangan terhadap seluruh dokumen dan berkas -berkas penyus uman
penflalan bangunan c...:ﬂ Kompanen P.:::z: —F.&.:ﬁ:

32 Menyusun rencans dan kam pilasi Kegistan menyusun rencans pelaksanan sunvel dilaksasakan guna menyusun mencana survel data dan inormasi dalam rangks penvusunsan daflar
data awal dalam rangka penvusunan | kompanen penflajan lainnyva. Kegiatan dilaksanakan melalui rapat/diskusi dan hasil kesepakatan dituangkan dalam dokumen rencana pelaksanaan
Daftar Komporen Penilatan Lainnya sumwvel Rencana survey dilaparkan kepada pimpinan unit kerja sebagal dasar pertimbangan pemgasan pelaksanaan survel haga material pemyusun,

upaly, sewa alat dan bisya lmnnya
Rinclan keglatan menyusun rencana pelaksanaan surved me iputy
| menyusun rencans per wilavah {kota /kabupaten)
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2. Mergkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data per wilayah
EX] Melakukan surved data dan informasi | Keglatan surved dilaksanakan untuk memperokh data harga matenal penyusun, upah, sewa alat, dan blava lainnya. Data hasi] sumve | dituangkan dalam

pasar dalam gk penyusunan
Daftar Kompanen Pendladan Lainnya

formuliy sesual dengan kete ntuan,

Survel dapat dilaksanakan oelalul:

1. Melakukan Survel Wawancara Tatap Muka
2. Melakukan Survei dan Korespande nsi

3. Melakukan pengiimpulan data sekander

a4 Meme rikaa data hasi] survel data dan | Rinclan kegiatan memeriksa data hasll survel data dan informasi pasar dalam mngka pervusunan Daftar Kampanen Penilatan Lainmm meliputi:
informaxi pasar dalam rangka 1. mempelajart, menghitung dan kemnidian mencatat yang dikumpilkan ke dalam format yang disediskan,
penyusunan Daftar Kam panen 2. melakukan analisa data ekstrem foutler
Penflatan Lainnya 3. mempelajari dan menganalisis data yvang dikumpulkan beserta data pembandingnya serta memasukkan dalam format yang disedinkan
3, Laparan Penvusunsan Daltar Komponen Penilajan Lainnva
35 Mengolah data hasil survel data dan Rincian kegistan mengolah data Basil s urvei dala dan informas | pasar dadam rang ko penyusunan Daftar Komponen Penilaian Lainnva meliputi
infrmasi pasar dalam mngka 1. mempelajari, menghitung dan kerudian mencatat yang dikum pulkan ke dalam format yang disediakan;
penyusunan Daftar Kam ponen 2. melakukan analisa data ekstrem fouther
Penilajan Lainnva 3. mempelajari don menganalisis data vang dikumpulkan beserta data pem bandingn va serta memasukkan dalam
farmat vang disediakan
4. Laparan Penyusunan Daltar Komponen Penilaian Lainoya’
16 | Mehkukan Pengujian atas Dafiar Rincian kegiatan melakukan Pengujian atas Daftar Kamponen Penilaian Lainnya meliputi
Kampanen Penflaian Lainnya 1. Pengupan Poses Pengambilan Data
2. Porgujian Input Data
3. Pergujlan Penggunaan Rumus
4, Proses Penmodelan
5. Penvusunan ran Pe 1 Daflar Ko ponen Persilaian Lainnva
37 | Merumuskan Daftar Komponen Rincian Kegiatan menunuskan Daftar Kompanen Pendlaian Lainoya melpati
Penllatan Lainnya | Menyusun Daftar Kompane n Penilaian Lainnya per wilayah
2. Melakukan pengumpulan dan penyimpanan bukti dan keterangan terbadap selurub dokumen dan berkas-berkas penyusunan DKPL
3. Menyusun konsep penyampadan arsip kepada Unit Kearsipan
34 | Merumuskan Daftar Komponen Rincian kegiatan merumuskan Daftar Kampanen Pendlatan Lannya melipati
Penilajan Lannyva I, Memeriksa kembali kesesuaian konsep Dafltar Komponen Pentlajan Lainoya per wilayah dengan hasil pembabasan
2. Menyusun rekomendasi penetapan Daftar Kom ponen Penilaian Lainnya
39 | Mengklas ifikasikan dokumen Rinclan kegiatan mengklasi fikasikan dokumen penyusunan Daftar Kompane n Penilajan Lainnyva meliputi:
penyusunan Daftar Kam panen 1. Melakukan pengumpulan dan penyimpanan bukti dan keterangan terbadap seluruh dokumen dan betkas- berkas penvusunan Daftar Kom panen
Penilalan Lainnya Penilaan Lainnya
2. Menyusun konsep penyvampalan arsip kepada Unit Kearsipan
40 | Melaksanskan bunbingan leknis Bimbingan teknis meripakan kegialan asistensi prosedur [ etode pe nilaian apobila terdapal permasalaban di bidang penilaian

Penllaian

Pelaksanaanmea dapat berdasarkan permahanan, maupun program kera, s hingse sebaiknva tetap diplsah kan

Ruang lingkup meliputi bimbingan teknis (tidak lngsung melalul naskah dines atau secara langsung dengan membe kot petiaparan) dan bantuan
teknis jaxistensi ke lapangan)

Rinclan kegiatan melipati:

1. Membuat saskah dinus rencana bimblngan/bantusn teknis
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3

2. Menympkan bahan bimbingan/bantuan teknis

3, Membuat saskah dings Pelaksanaan bimbingan/ bantuan teknis
4, Membuat undangan bimbingan/bantuan teknis

5. Menyusun permintaan surmt tugas bimbingan/ bantuan teknis
6. Melaksanakan bimbingan /bantuan teknis

7. Membuat Laporan Pelaksanaan bimbingan /bantuan tekn isi

41

Melkukan pendampingan te knis
standardisas di bidang Penilaian

Pendam pingan teknis stundardisasi memberikan edukasi/sosialisas| terkait dengan pemturan atau kebljakan d) bidang pe nil atan
Pelaks anaannya sesual dengan rencans / program kerja

Rincian kegiatan meliputi:

|, Membuat naskah dines rencuna sosialisas

2. Menyinphkan balan sosinlisas|

3. Membuat naskah dinas pelaksanaan sasial isas

4. Membuat undangan sosialisas|

5. Menyusun permintaan surat tugas Sasialisss

6. Melaksanakan sos ialisasi

7. Membuat drakn Pl ksa nowa s Sosislisas |

42 | Melakukan validasi atas Lapomn Kegintan validasi memipokan upaya untuk memnalidasi lbparan ponilasan, untuk membandingkan kesesumian dengan standar dan kode etik yang
Penilaian/Analisis terpisah di bidang | berlaku,  Kegiatan  validasi melingkupi pemantmian, pengawasan, atau monitoring dan  evaluasi  terkait dengan penyusuman laparan
Pen llaian pen flatan/ penyelesaian lapomn penflaian
Rinclan kegiatan meliputi:
1. Menviapkan rencana pelaksanaun validass |
2, Mengumpulkan data awal peloksanaan validas:
3. Dalam hal diperiukan survel lapangan, dapat dilaksanakan kurgungan lapangan
4. Melakukan kegiatan validasi
5. Menvusun lapomn valkdasi
43 | Memberikan Keterangan ahli atau Dalam hal terdapat permintaan kepada JF untuk memberikan kesaksian / keterangan ahli. Keterangan Abll membe rikan keterangan secara umum di
saksl ahli di Bidang Penilalan bidang penilalan sedangkan saksl ahll memberikan keterangan berkaltan dengan kasus di bidang penilalan
Rinclan keglatan melipti:
1. Mengum pulkan data awal pemnbe fan Kesaksian di bidang penilaian
2. Melakukan pemberian kesaksian di bidang penilaan
3. Menyusun laporan sebagai saksi ahli
i Menmvusun tanggapan kepada apamt | Rinclan keglatan menyusun tanggapan kepada aparat pemeriksa mel puty;
pemer ksy 1. Mengum pulkan baban, data dan bukti untuk moenyusun ta gea pan
2. Berkoordinasi dengan pibak terkalt
3. Menindlaklan juti temman aparat pemeriksa
4. Menmangkan basil tindak lanjut dalam kanse p matriks tindak ot temmian basil pemerikssan
5. Menvusun tanggapan kepada aparat pemeriksa
45 | Melakukan surved Lapangan dalam Rinclan kegiatan melakukan survel Lapangan dalam rangka pendampingan aparat pemenksa melputi;
rangka pendam pingan o parat 1. Menyusun permintaan sumit tugss perjalanan dinas dalam rangia pengswasan atau men indaklanjut _..BE:. OPATHL PO BBAW S
pemer ks 2. Melaksanakan Llanan dinas dalam rangka awasan atau menindakian juti temuan aparat
40 Mengkampilasi baban evaluas| Kegiatan evaluas) Juh ke giatan membandingRan antars peraturan Yang berlaku dengan praktik peniloan .E:«_aai: i lapangan.

pelaksanaan standardisasi di bidang
Penilaian

Hasil vang tertuang dalam laparan evaluas| akan menjadi masukan dalam penyempurnaan peraturan di bidang penllaian
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Rinclan kegiatan meliputi:

a) mongumpulkan baban evaluasi pelaksanasn kebijoken |

b) meneliti dan mengareks! bahan evaluasi pelaksanaan kebjjakan; dan
o] menvusun daftar baban evaluasi pelaksanaan ke bijakan

Mermimuskan hasil evaloas
pelaksanann standardisasi di bidang
Penilatan

Rincian keglatan meliputi;

1. menentukan kemangka evalunst pelaksanaan kebijakan

2.menjabarkan perbedaan antara kebjjnkan vang ada dengan pelaksanaan kebfjakan di lapangan;
3. ngklasifikani Bambatan terkalt dengan kebdjakan vang dievaluasi

4.me nentukan metodologl analisis evaluasi;

5.me nvajikan pilihan strateg| kebljakan yang akan digunakan

6. e mbhas anslisa evaluos

38

Memfinalisasi hasil evaluasi
pelaksanaan standardisas) di bilang
Penilaian

Rincian kegiatan meliputi:

1. Meneliti dan mengareksi kansep evalunsi untuk ekspase
2. melaksanakan ekspose konse p fita] evaluas|

3, melaksanakan rapat pembahasan konsep final evaluasi
4. menvusun lapormn evalunsi pelaksanaan kebijjakan

49

Mengkompilaai baban Kajian
standardisssi di Bidang Penilaian

Penyusunan kajian ftelaal di bidang Penilaian, lebih menekankan pada Kajian terbadap isu-isu inovatll yang belum distur dalam sustu kebjjakan
Simpulannya selan jutnya dapat memberikan rekome ndasi sebagai masukan dalam penyusunan peratumn baru di bidang Penilatan, maupun kajian lain
vang mendukung tugas dan fungsi di bidang penilalanRuang lingkup kajlan mel iputi:

a. proseciur dan metode penilaian

b, ldentifikasl Kebutuhan Diklat dan analists kunkuhim pelatihan di bidang Penllalan

¢ Menvusun bahan/analisis {user requirerment dalam mendukung pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi bagi Jabatan Fungsional Penilm
Pemerintaly

d Inevasl untuk pengembangan JF tidak terbatas pada aplikasi

Rincian kegiatan meliputi:
a) mengumpulkan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan;

b) meneliti dan mengoreksi baban evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
¢) mengundang rapat tenaga ahll

d) menggali informasi dari tenaga ahli

e menvusun daftar balan

50

Memimuskan kajion standardisaai di
bidang Penllatan

Melakukan analisis data kajian/ telaah kebijakan di bidang Penilaian

a, memilih metode, alat analisis dan madel yang digunakan

b, menentukan variabel pengukuran;

<. menatausahakan dan menginput data dengan menyesuaikan dengan variabel;
d. melakukan pengolaban data;

e, menyajikan data dalam ber bagal model analisis;

{. membahas permodelan;

£ mepentukan altematif model vang paling mewakili; dan

h. menvimpulkan hasil analisis data

51

Memfinalisasi kajion standardisas di
Bidang Penllaian

Rincian Kegiatan meliputi:

a, menentukan format dan kerangka laparan kajian;
b, menyusun pamn kajlan; dan

c. meneliti dan mengoreksi kanse p laporan kapan
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52

Mengkompilasi bahan perumusan
naskah akademik standardisasi di
bidang penllaian

Penyusunan nas kah akadem ik dalam hal proses penyusunan peraturan yvang ditetapkan okh instansi di Instans Pembina

Rinclan keglatan meliputi:

1. mengumpulkan baban naskah akade mik,

2 meneliti dan mengnreksi bahan naskah akademik; dan
3. menvusun daftar bahan naskah akademik

51

Merumuiskan naskah akademik
standardisas di bidang peniaian

Rinclan kegiatan meliputi:

1. menyusun konsep naskah akademik kebdjoken penilaian;

2. melaksanakan rapat pembahasan kansep naskah akade mik dengan pibak terkait;

J. menyvusun penmintaan masukan atas konsep naskah akademik

4. mencliti dan mengorekst Konsep naskab akede mik basi pem babavun dan masukan; dan
5. menvusun konsep naskah akademik untuk uji publik

Memfinalisasi naskah akade mik
standardisast di bidang penilman

Rincian kegiatan meliputi:

1. Meneliti dan mengareksi kansep naskah akademik Untuk Ul Publik /eks pose
2. melaksanakan uji publik naskah akade mik.

3. melaksanakan ekspose naskah akade mik,

4. _slh_cn:x.xa. rapat pe mbsabasan E..LS_. akademik _ul__ wji publik/ ekspaose

35

Mengkompilasi bahan Penyusunan
standardisasi di Bidang Penilalan

Rincian kegiatan meliputi:
1. Mengumpulkan bahan pendukung pembahasan penyusunan kebijakan di Bidang Penllaian
2. Mempe relapkan s urat undangan dan daftar hadis rapat pembahasan

3. Mengumpulkan bahan dan kete mngan dari namsumber

4. Membuat notuls basil pem babasan

Menumuskan pertimbangan te knis
atas penyus unan standardisasi di
Bidang Penllaian

Ruang lingkup meliput] standardisasi di bidang Penilalan pada Instanst Pembina maupun Instansl Pengguna
Rincian kegiatan meliputi:

. Menggall inormaxi dar tenaga ahll / narasumber

. mempelajan konsep standardisanl di bidang Penilaian

Menyusun masukan/ pertimbangan teknis dalom penyusunan standardisasi

Menimuiskan mater! substansi
standardisast di Bdang Penflaan

Meny usun ko nsep standardisasi di bidang Penilaian

Membahas kansep standardisasi di bidang pendlaan

Meminta masukan/ pertimbangan teknis atas Konsep stavdardis asi i bidang pe nilsan
Menyusun draft standardisasi hasil pemba hasan

e

Memfinalisasi mater: substanm
standardisasi di Bxdang Pendlalan

Rincian kegiatan meliputi:

1. Mereviu draft standardisasi di bidang Penilaan

2. Memaparkan drafl standardisasi kepado plmpinan

3 Memfinalisasi rekamendasi draft standardisasi di Bidang Penilaian

Mengkompilasi data kerja sama di
bidang Pendaian

Tujuan dari kerja sama di bidang penilaian balk masional maupun internasnal meliputi dalam rangka pengembangan metode /s tand andisas i penilaian,
pengembangan kompete nsl pentladan, pertukamn data dan informasi di bidang penilaian maupun kerja sama lain yang mendukung di bidang Penllalan.

Rinclan keglatan melipati:

1. Mengum pulkan data terkait proposal Kerja sama nasional di bidang Penilaian
2. Mempe miapkan surat undangan dan daftar hadir rapat pembahasan

3, Membuat notula hasil pembahasan

Memmuiskan desain keria sama di
bidang Pe nilaian

Rinclan keglatan meliputi;
1. Melaksanakan koordinasi dengan pibak terkait
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2. Menyusun konsep propasal kerja sama nasional di bidang Pe nilaian
ol Menyusun rekamendasi desuin Rincian keglatan melipati:
kerjasama di bidang Penilaian 1. Membabas proposal Kerja sama nasional di bidang Penilaian
2. Menyusun nota dinas penyampalan propasal kera sama nasional di bidang Penllaian
632 Mengkompilasl data peganjan kenga Tahap lanjutan setelah penvasunan proposal adalah meramuskan, menegosinsikan dan memfinalisas| perjanjian Kerja sama tersebut
sama di bidang Pendlaan Rincian kegiatan mweliputi:
1. Mengum pulkan data terkait perjanjian kerja sama nasonal di bidang Pendlalan
2. Mempe rsinpkan s urat undangan dan daltar badit rapat pembabas an
3. Membuat notula hasil pembahasan
6l Menumuskan naskah perjan fian Rincian kegiatan melipati:
kerja sama di bidang Penilaian 1. Melaksanakan koordinasi dengan pilak terkait
2. Menyusun konsep naskah perjanjian kerja sama nasional di v.n_u:m Penilaian
o4 Memiinalisasi naskah perjanjian Rinclan kegiatan meliputi:

kerjs sama di bidang Penllatan

|, Membahas perjanjian kerja sama nas knal di bidang Penllaan
2. Mencgosiasi rumusan naskah perjanjian ke tja ssma nasional di bidang Penilaian dengan pibak mitra
el bilane Perntlaian
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2. KLASIFIKASI KATEGORI OBJEK KEGIATAN PENILAIAN

I
KATEGORI _ B It 1l v
A Properti
1 Tanah Tanah luas Tanah luas Tanah luas
< 2,500 m? 2.50051520.000 >20.000 m?

m-<

2 Tanah dan
Pengembangannya

a, Tanah dan Bangunan
atau Bangunan

Tanah dan
bangunan atau
bangunan
Residensial yang
tidak
diklagilikasikan
khusus yang
memiliki jumlah
lantai sampal
dengan lantai 4

Tanah dan
bangunan atau
bangunan yang
tidak
diklasifikasikan
khusus!
- Komersial
- Industrial
Perkantoran
- Bangunan lain
yang memiliki
jumlah lantai
sampal dengan
lantai 4

Tanah dan bangunan
atau bangunan yang
tidak diklasifikasikan
khusus:
Komersial
- Industrial
- Perkantoran
Bangunan lain
yvang memiliki jumlah
lantai lebih dari 4
lantai

Tanah dan bangunan
atau bangunan Cagar
Budaya

Tanah dan
bangunan atau
bangunan
Residensial yang
tidak
diklasifikasikan
khusus yang
memiliki jumlah
lantai lebih dari 4
lantal
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B

1

I

Tanah dan

bangunan atau

bangunan yang

diklasifikasikan

khusus berupa

- terminal darat
stasiun kereta
api

- Stasiun
Pengisian
Bahan Bakar

- museum
Tempat ibadah

- Perhotelan

- Bangunan
dengan
struktur
khusus
gedung
olahraga

- pusat
perbelanjaan

- Bangunan
industrial
pergudangan

Tanah dan /atau
bangunan Menara

Tanah dan bangunan

atau bangunan yang

diklasifikasikan

khusus berupa

- sarana olahraga
berupa golf,
stadion

- pelabuhan

- bandara,
mixed use
bulilding

- Kebun Binatang
dan Kebun Raya

- taman wisata

- bangunan
industrial pabrik

- bangunan Industri
di bidang energi
dan sumber daya
mineral

b. Tanah dan Bangunan
Air atau Bangunan Air

Tanah dan
Bangunan Air atau
Bangunan Air
berupa

bangunan
pembawa,
pembuang,
pengaman,

Tanah dan Bangunan
Alr atau Bangunan
air berupa waduk dan
bangunan
pengambilan
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3

Tanah dan Jalan atau Jalan

B

1
pelengkap

I

Tanah dan Instalasi atau
Instalasi

Tanah dan jalan
atau jalan desa,
Jalan komplek, jalan
lainnya

- Tanah dan jalan
atau jalan kereta
api

Tanah dan jalan
atau jalan
kabupaten, jalan
kotamadya, jalan
nasional, jalan
propinsi, jalan
tol

Tanah dan jalan atau
jalan landasan
pesawat terbang

Tanah dan-Jaringan atau
jaringan

Tanah dan instalasi
atau instalasi air,
Instalasi lain

Tanah dan
instalasi atau
instalasi
pengelolaan
sampabh,
pengolahan bahan
bangunan, gardu
listrik, minyak dan
gas bumi

Tanah dan-Jembatan atau
jembatan

Tanah dar-Jaringan
atau jaringan air

Tanah dan
Jaringan atau
jaringan listrik,
telepon, minyak
dan gas bumi,
jaringan lainnya

Tanah dan

Jembatan atau

Tanah dan instalasi
atau instalasi
pembangkit listrik,
pertahanan,
pengaman
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Jembatan
7  Pertanian Pertanian
Perternnkan dan
Perikanan
8 Perkebunan Perkebunan
9 Peralatan dan Mesin

a  Alat Bantu dan Alat
Besar

b Alat Angkutan

Alat Bantu

Alat Besar Darat

Alat Bantu
Penerbangan,
Alat Besar Apung

Alat Angkutan Darat
Bermotor

Kendaraan
Bermotor
Khusus

- Alat Angkutan
Kereta Rel

Kendaraan Tempur

Alat Angkutan Darat
Tak Bermaotor

Alat Angkutan
Darat Kereta Rel
Tak Bermotor

Alat Angkutan
Bermotor Udara

Alat angkutan
apung bermotar
untuk penumpang

- Alat angkutan
apung bermotor
untuk militer

- Alat Angkutan

Apung Bermotar
untuk Barang dan
Khusus

Alat Angkutan
Apung Tak
Bermotor
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KATEGORI

¢ Alat Bengkel dan Alat
Ukur

I
B 1
Alat Bengkel Tak - Alat Bengkel
Bermesin Bermesin

Alat Ukur

41

d  Alat Pertanian

e Alat Kantor dan Rumah
Tanggn

Alat Pertanian

Alat Kantor dan
Rumah Tangga

f Alat Studio,
Komunikasl, dan
Pemancar

2 Alat Kedokteran dan
Keschatan

h  Alat Labaratorium

Alat Studio,
Komunikasi, dan
Pemancar

Alat Kedokteran
dan Keschatan

Alat Laboratorium
Umum

Selain Alat
Laboratorium
Umum
Alat
Laboratorium
Kimia Nuklir
Alat
Laboratorium
Fisika
Nuklir /Elektro
- Alat Proteksi
Radiasi/
Lingkungan
Radiation
Application &

Non Destructive

Alat
Laboratorium
Lingkungan
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1B

Alat Persenjataan

Hidup
- Peralatan
Laboratorium
Hydrodinamic
- Alat
Laboratorium
Standardisas|
Kalibrasi
Alat
Laboratorium
Pertanian

J

Komputer

Alat Persenjataan
Non Senjata Api
berupa Non Senjata
Api

k

Alat Eksplorasi

Komputer unit

- Senjata Apl
Alat
Persenjataan
Non Senjata Apl
meliputl:

Alat Penjinak
Bahan Peledak,
Alat Nuklir
Biologl dan
Kimia,
Persenjataan
Non Senjata Api
lainnya

- Alat Khusus
Kepaolisian

Peralatan

Kamputer

Alat Ekplorasi
Topografi

- Alat Eksplorasi
Geofisika

41
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| Alat Pengeboran Alat Pengeboran Alat Pengeboran
Non Mesin Mesin
m Alat produksi, Alat produksi, RIG
pengolaban dan pengolahan dan
pemurnian pemurnian
n  Alat Bantu Eksplorasi Alat Bantu
dan Produksi Eksplorasi dan
Produlksi
o Alat Keselamatan Kerja - Alat Pelindung Alat Kerja
- Alat Deteksi Penerbangan
Alat SAR
p Alat Peraga Alat Peraga
q Peralatan Peralatan
Proses/Produksi Proses /Prod uk si
r Rambu-rambu Rambu-rambu lalu Rambu-rambu lalu
lintas darat lintas laut dan
udara
s  Peralatan Olahraga - Peralatan - Peralatan
Olahraga Atletik Olabraga Air
Peralatan - Peralatan
Olahraga Senam Olahraga Udara
Peralatan Peralatan
Permainan Olahraga lainnya
10 Bongkaran Bongkaran Bangunan yang
bangunan akan dibonghkar
11 Aset ﬂa::u Lainnya Bahan Bahan perpustakaan | Bahan perpustakaan
perpustakaan berupa berupa
tercetak, terekam naskah /manuskrip naskah/manuskrip

dan mikro serta
kartografi

asli, lukisan dan
ukiran non barang
koleksi

asli, lukisan dan
ukiran yang bersifat
barang koleksi
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11 Aset Tetap Lainnya

13 Sewa Properti

1B

Barang bercorak
kesenian /kebudaya
an/ olahraga berupa
alat musik dan
tarcla penghargaan
bidang olahraga

Hewan, tanaman,
dan ikan

14 Limbah Padat dan Limbah
Cair

Limbah Padat
(Scrap)

- Limbah Cair

- Sewa tanah
dan/atau
bangunan kategori
I

- Sewa properti
untuk tujuan
bisnis/non bisnis
yang bersifat
umum. Cantoh
sewa ruang/
tanah untuk ATM,
SEWR ruang
pertokoan, sewa
rang
perkantoran, dan
schagainya

Sewa tanah

dan fatan
bangunan kategori
I

t

Barang bercorak
kesenian /kebudayaa
n berupa lukisan, alat

corak kebudayaan

non barang koleks|

- Sewa tanah
dan /atau bangunan
kategori [Tl

- Sewa properti
untuk tujuan
bisnis/non bisnis
yang bersifat
khusus, Contoh
sewa peralatan
industri minyak dan
gas bumi, sewa hak
atas ruang terbuka,
sewa tanah /ruang
untuk industri
penerbangan dan
sebagainya

v

Barang bercorak
kesenian /kebud ayaa
n berupa lukisan, alat
corak kebudayaan
yang bersifat barang
koleksi

Barang koleksi non
budaya (Contoh:
hewan, biota
peralran, serta
tanaman koleksi dan
koleksi diawetkan)

Sewa tanah dan/atau
bangunan kategori [V
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KATEGORI

IA

1B

I

1

15  Properti lainnya

16 Aset Tak Berwujud

- Peralatan dan
mesin sederhana
yang tidak memiliki
dokumen
kepemilikan
persediaan

- material
persedinan KKKS,
bahan
perpustakaan,
tercetak, terckam
dan mikro serta
kartografi

yang dinilai dalam

satu paket

- Properti

sederhana lainnya

Barang Tambang

Tergali

Barang muatan kapal
tenggelam

Aset tak berwujud

B

dienis

Bisnis

- Penllalan entitas
Penilaian ekuitas

- Keruglan ekanomis
yang diakibatkan
suatu kegiatan atau
peristiwa tertentu

- Instrumen
Keuangan

- Objek penilalan
bisnis lainnya
sesuni Ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
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KATEGORI

1B

1

v

Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam (SDA)

SDA dalam rangka
penatausahaan

SDA tujuan
pemanfaatan,
penggunaan,
pemindahtanganan,
SDA tujuan lainnya
sesual ketentuan
peraturan
perundangund angan
antara lain perkiraan
potensi dan perkiraan
nilal ekonomi

SDA tujuan
pengusahaan
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3. KLASIFIKASI KATEGORI ANALISIS TERPISAH DI BIDANG PENILAIAN

Analisis Terpisah di Bidang
Penilaian

A

B

C

D

. Analisis Pasar

Objek Kategori |

Objek Kategori Il

Objek Kategori 1l

Objek Kategori IV

Analisis Tren

Objek Kategori |

Objek Kategori Il

Objek Kategon Il

Objek Kategori IV

Analisis Zona Nilai Tanah

Objek Kategori [

Objek Kategori [1

Objek Kategor 11

Objek Kategori IV

ral R d R

Analisis Penggunaan tertinggi
dan terbaik

Objek Kategori [ dan [I

Objek Kategori Il dan IV

o

Analisis Kelayakan Bisnis

Objek Kategori | dan [l

Objek Kategori [l dan IV

Analisis Kelayakan Ekonomi

Objek Kategori | dan |l

Objek Kategori Il dan IV

~I

Analisis Manfaat dan Dampak
Ekonomi dan Sosial

Objek Kategori [ dan Il

Objek Kategori Il dan IV

Analisis Nilai Keekonomian
Sewa Infrastruktur

Objek Kategori | dan I

Objek Kategori Il dan [V

9.

Analisis ﬂ&.ﬁ_wm: Lainnya

Objek Kategori [ dan 1l

Objek Kategori Il dan IV
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4. LINGKUP BUTIR KEGIATAN

Na Lingkup Definisi Linglkup Contoh
1. | Kantor Operasional Lingkup pada satu satuan kerja Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah pada Kanwil DJKN Bali Nusra melaksanakan
operasional dari [nstansi pendampingan Teknis Standard isasi berupa sosialisasi PMK 173 /PMK.6 /2020 kepada
Pusat /Instansi Pusat KPKNL Denpasar
2, | Kota/Kabupaten Lingkup pada satuan kerja pada Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah pada KPKNL Denpasar melaksanakan
Instansl Daerah Kota/Kabupaten bimbingan teknis berupa asistensi penilaian Aset Tak Berwujud kepada BPKAD Kota
Denpasar
3. | Kantor Wilayah Lingkup pada satu satuan kerja Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah pada Direktorat Penilaian melaksanakan
kewilayahan dari [nstansi pendampingan Teknis Standardisasi berupa sosinlisasi PMK 173 /PMK.6 /2020 kepada
Pusat /Instansi Pusat Kanwil DJKN Ball Nusra
Lingkup pada beberapa satuan vn._zg.ﬁdamu_cg_ Penilal Pemerintah padn Kanwil DUKN Ball Nusta melaksanakan
kerja kewilayahan dari Instans| pendampingan Teknis Standardisasi berupa sosialisasi PMK 173 /PMK.6 /2020 kepada
Pusat /Instansi Pusat selurub KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Bali Nusra
4. Provinsi Lingkup pada satuan kerja pada Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah pada Kanwil DJKN Bali Nusra melaksanakan
Instansi Daerah Provinsi bimbingan teknis berupa asistensi penilaian Aset Tak Berwujud kepada BPKAD
Provinsl Ball
Lingkup pada beberapa satuan Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah pada Kanwil DJKN Bali Nusra melaksanakan
kerja pada Instansi Daerah bimbingan teknis berupa asistensi penilalan Aset Tak Berwujud kepada beberapa
Kota/Kabupaten BPKAD kota /kabupaten di lingkungan Provinsi Ball
5. Kementerian /Lembaga | Lingkup pada tingkat Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah pada Direktorat Penilaian melaksanakan
Kementerian/ Lembaga pendampingan Teknis Standard isasi berupa sosialisasi PMK 173 /PMK.6 /2020 Kepada
Kejaksaan Agung RI
6, Nasional Lingkup pada beberapa Instansi Pejabat wd:Wa.o:m_ Penilai Pemerintah pada Direktoral Penilaian melaksanakan
Pusat dan Daerah pendampingan Teknis Standardisasi berupa sosialisasi PMK 173 /PMK.6 /2020 kepada
BPKAD Provinsi di seluruh Indonesia
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E. PEMBAGIAN ANGKA KREDIT UNTUK PENUGASAN DALAM BENTUK TIM
1. Pelaksanaan tugas jabatan JF Penilai Pemerintah unsur Pelaksanaan

Penilaian dalam bentuk Tim, diberikan Angka Kredit dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang maka pembagian Angka Kredit
sebesar 40% (empat puluh per seratus) bagi ketua tim dan 30%
(tiga puluh per seratus) bagi masing -masing anggota tim;

b. apabila terdiri dari 5 (lima) orang maka pembagian Angka Kredit
sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) bagi ketua tim dan
18,75% (delapan belas koma tujuh puluh lima per seratus) bagi
masing -masing anggota tim.

c. Apabila terdiri lebih dari 5 (lima) orang maka:

i. Pembagian angka kredit bagi ketua tim dengan rumus sebagai
berikut:

1
1+ (0,75 X jumlah aunggota tim) .

ii. Pembagian angka kredit bagi angpota tim dengan rumus
sebagai berikut:

100%

0,75 %
1+ (0,75 x jumlah anggota tim)

2. Ketentuan mengenai pembagian angka kredit tersebut dikecualikan
untuk butir kegiatan survei lapangan pada uraian tugas jabatan
unsur Pelaksanaan Penilaian.

3. Contoh Perhitungan Angka Kredit
Alexander Ginting melaksanakan kegiatan penilaian terhadap properti

100%

kategori 111 sebagai ketua tim dengan jumlah anggota 7 orang, maka
perhitungan angka kredit adalah sebagai berikut:
Proporsi pembagian angka kredit sebagai ketua tim:

x 100% = 18,18%

T+(0,75 x6)
No Butir Kegiatan Volume | AK Proporsi Pembagian
Ketua Tim | AK
1 Mengidentifikasi  data | 1 0,15 18,18% 0.0273
permohonan  penilaian
properti kategori 111
2 Melakukan survei | 1 0.6 - 0.6000
lapangan dalam rangka
penilaian properti
kategori 1
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Melakukan verifikasi | 3 0,15 18,18% 0,0273
data pembanding
dalam rangka penilaian
properti kategori 111
Menganalisis 1 0,84 18,18% 0,1527
perhitungan nilai
properti kategori 111
Merumuskan 1 0,18 18,18% 0,0327
penjelasan teknis
dalam analisis
perhitungan nilai
properti kategori 111
Melakukan kegiatan | 1 0,12 18,18% 0,0218
kendali mutu  laporan
penilaian properti
kategori [II
Menyusun laporan | 1 0,36 18,18% 0,0655
penilaian properti
kategori 111

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI
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